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ABSTRACT 

This study aims to discuss the practice of entrusting money in advance in buying 

and selling fish from the perspective of Sharia Economic Law in Koto Petai 

Village. This title is raised by the author because the practice of entrusting money 

in advance in buying and selling fish between nelaya and buyers lies in the 

uncertainty of the object of the contract being carried out. The problem 

formulation in this study is How is the implementation of the practice of 

entrusting money in advance in buying and selling fish in Koto Petai Village and 

How does Sharia Economic Law view the implementation of the practice of 

entrusting money in advance in buying and selling fish in Koto Petai Village. This 

thesis uses a qualitative approach with data collection methods of observation, 

interviews and documentation. The results of this study indicate that: first, the 

practice of entrusting money in advance in buying and selling fish makes it easier 

for fishermen to obtain initial capital before going to sea, such as refueling oil. 

However, on the buyer's side, they often feel disadvantaged because they cannot 

choose the fish directly after the catch, so the quality and size of the fish received 

do not always match the buyer’s order. Second, in the perspective of Sharia 

Economic Law, the practice of entrusting money between fishermen and buyers is 

categorized as gharar yasir (permissible) because the uncertainty contained in 

this transaction is still within tolerable limits, which does not result in large losses 

for either party. In this practice, fishermen cannot guarantee the size and quality 

of the fish they will get because the catch is highly influenced by natural factors, 

such as weather and water conditions. In this practice, to minimize the element of 

gharar is to apply the right of khiyar to the object of the transaction. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang Praktik Titip Uang Di Muka 

Dalam Jual Beli Ikan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Koto Petai. 

Judul ini penulis angkat dikarenakan praktik titip uang di muka dalam jual beli 

ikan yang di lakukan antara nelaya dan pembeli ini terletak pada adanya 

ketidakjelasan terhadap objek akad yang dilakukan. Adapun rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan praktik titip uang di muka 

dalam jual beli ikan di Desa Koto petai dan Bagaimana pandangan Hukum 

Ekonomi Syariah terhadap  pelaksanaan praktik titip uang di muka dalam jual beli 

ikan di Desa Koto petai. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa: pertama, praktik titip uang di muka dalam jual 

beli ikan memeberi kemudahan bagi nelayan dalam memperoleh modal awal 

sebelum melaut, seperti mengisi bahan bakar minyak. Namum disisi pembeli, 

sering merasa dirugikan karena tidak dapat memilih ikan secara langsung setelah 

penangkapan, sehingga kualitas dan ukuran ikan yang diterima tidak selalu sesuai 

pesanan pembeli. Kedua,dalam perspektif Hukum Ekomi Syariah dalam praktik 

titip uang yang di lakukan antara nelayan dan pembeli di kategorikan gharar yasir 

(diperbolehkan) karena ketidakpastian yang terdapat dalam transaksi ini masih 

dalam batas yang dapat ditoleransi, yang tidak mengakibatkan kerugian besar bagi 

salah satu pihak. Dalam praktik ini, nelayan tidak dapat menjamin ukuran dan 

kualitas ikan yang akan mereka dapatkan karena hasil tangkapa sangat 

dipengaruhi oleh faktor alam, seperti cuaca dan kondisi air. Dalam praktik ini 

untuk Meminimalisir agar terhindar nya dari unsur gharar adalah untuk 

menerapkan hak khiyar terhadap objek transaksi yang dilakukan. 

 

Kata Kunci: Praktik, Titip Uang Di Muka, Hukum Ekonomi Syariah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Sebagai makhluk sosial, manusia saling bergantung satu sama lain 

untuk memenuhi kebutuhan dasar, sekunder, dan tersier serta untuk 

bersosialisasi. Selain untuk beribadah kepada Allah Swt, umat Islam juga 

diwajibkan untuk menjalankan bisnis atau bermuamalah dalam rangka untuk 

memenuhi kebutuhan pokoknya  (Ayu dani Erlina 2021:14).  

Salah satu bentuk aktivitas muamalah adalah jual beli, jual beli 

diartikan sebagai pertukaran kepemilikan dengan kepemilikan untuk memiliki 

dan memberikan kepemilikan. Dengan kata lain jual beli adalah penyerahan 

kepemilikan dengan saling menukar harta dan barang berdasarkan praktik 

yang telah ditentukan, yaitu interaksi yang terjadi antara satu orang dengan 

dengan yang lain (Syaikhu, Ariyadi 2020:44).  

Dalam upaya memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, bentuk 

muamalah seperti jual beli muncul sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan 

dan keinginan manusia, sehingga setiap individu akan berusaha untuk 

berintreksi dengan individu lainnya. Muamalah merupakan ketentuan yang 

ditetapkan oleh Allah, yang mengatur interaksi antar makhluknya dalam 

menjalankan bisnis, agar dapat memenuhi kebutuhan dengan cara yang benar 

dan diridhoi (Pebiolinda dan Wigati 2022:2). 

Syariat Islam datang dengan ketentuan-ketentuan umum yang mengatur 

praktik-praktik dalam bermuamalah. Ketentuan-ketentuan ini berfungsi 
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sebagai pedoman bagi sebagian besar transaksi keuangan yang bertujuan 

untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan bagi umat manusia. Ketentuan 

mengenai aktivitas jual beli dijelaskan dalam Al-Qur‟an, yang Allah Swt 

berfirman: 

 ٍْ ٌَ تجَِبسَةً عَ ٌْ تكَُىْ ٰٓ اَ ٍُْكَُىْ ببِنْببَطِمِ الََِّ ا ايَْىَانكَُىْ بَ ٍَ اٰيَُىُْا لََ تأَكُْهىُْٰٓ ٌْ ٰٓبٌَُّهبَ انَّزِ ُْكُىْ ۗ ٌٰ تشََاضٍ يِّ

َْفسَُكُىْ ۗ اِ  ا اَ ب وَلََ تقَْتهُىُْٰٓ ًً ٍْ ٌَ بِكُىْ سَحِ َ كَب   ٢ٌَّٕ اّللّٰ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta 

sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa 

perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah 

kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu (An-Nisa 4:29). 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah melarangan tegas kaum muslimin 

terhadap perbuatan mengambil harta orang lain atau harta miliknya sendiri 

dengan cara yang batil. Memakan harta sendiri dengan cara batil berarti 

menggunakan atau membelanjakannya untuk hal-hal yang mengarah pada 

kemaksiatan. Sedangkan memakan harta orang lain secara batil yaitu melalui 

praktik riba, perjudian, penipuan, atau gharar (adanya resiko dalam jual beli). 

Termasuk dalam kategori ini adalah semua bentuk jual-beli yang dilarang 

oleh syariat Islam (Ziarahah,. dkk. 2023:249). 

Jual beli adalah suatu akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur‟an, 

sunnah, dan kesepakatan para ulama. Dari segi hukum jual beli termasuk 

dalam kategori mubah, kecuali bentuk transaksi yang dilarang oleh syara, 

dasar hukum jual beli terdapat dalam Q.S Al-Baqarah 2:275: 

 

ٍْعَ وَ  ُ انْبَ
بٰىاۗ وَاحََمَّ اّللّٰ وَ انشِّ  حَشَّ

Artinya: Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 

(Al-Baqarah/2:275). 
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Para ulama sepakat mengenai diperbolehkannya transaksi jual beli, 

tidak semua individu dalam kehidupan sehari-hari memiliki akses yang 

memadai terhadap kebutuhan mereka, dan seringkali pemenuhan kebutuhan 

tersebut bergantung pada pihak lain. Dalam hal ini manusia dapat saling 

berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui mekanisme jual 

beli. Sebagai akibatnya, kegiatan ekonomi akan mengalami perkembangan, 

mengingat setiap transaksi yang dilakukan memberikan manfaat bagi kedua 

belah pihak yang terlibat (Subairi 2021:66). 

Menurut Imam Asy-Syafi‟i, hukum asal jual beli adalah boleh selama 

kedua belah pihak saling meridhoi. Namun jika ada beberapa barang yang 

diharamkan, maka hukum jual beli bisa berubah menjadi haram. Seperti 

adanya larangan yang disampaikan oleh Rasulullah Saw atau larangan yang 

mengandung makna serupa, misalnya terdapat unsur riba, gharar, atau 

ketidakadilan dalam transaksi tersebut (Sarwat Ahmad 2018:8). 

Transaksi jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam 

harus memenuhi rukun dan ketentuan yang telah ditetapkan, karena keduanya 

merupakan elemen penting yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut 

dianggap sah menurut hukum Islam. Mengingat bahwa jual beli merupakan 

suatu akad, pemenuhan rukun dan syarat dalam transaksi ini sangat penting 

untuk memastikan bahwa jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku dalam Syariat Islam (Syaifullah 2014:376).  

Segala aspek kehidupan manusia diatur dalam ajaran Islam, termasuk 

dalam kegiatan jual beli. Pelaksanaan transaksi jual beli harus dilakukan 



4 
 

 

secara terbuk/transparan dan disertai pertukaran barang atau jasa yang jelas 

antara kedua belah pihak. Jual beli yang transparansi menurut Islam adalah 

prinsip yang menekankan keterbukaan, kejujuran, dan kejelasan dalam 

berbagai aspek kehidupan, baik dalam kegiatan muamalah, pemerintahan, 

maupun hubungan antar individu, di mana segala informasi yang berkaitan 

dengan hak dan kewajiban disampaikan secara jelas dan tidak ada yang 

disembunyikan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan, 

kecurangan, dan ketidakpastian (gharar), serta sejalan dengan nilai-nilai 

ajaran Islam yang mengutamakan amanah, tanggung jawab, dan 

kemaslahatan bersama guna mencapai keridaan Allah Swt ( Nikmah dan  

Rosyid 2022:114). 

Hal Ini menunjukkan bahwa umat Islam memiliki konsep dan pedoman 

yang jelas dalam bermuamalah, terutama dalam hal jual beli. Namun ada 

beberapa masalah yang muncul, salah satunya adalah pemahaman masyarakat 

dalam menjalankannya. Dengan perkembangan zaman banyak di temui 

praktik-praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat, seperti halnya yang 

terjadi dalam transanki jual beli  ikan yang dilakukan oleh masyarakat di 

Desa koto petai.  

Desa Koto Petai mayoritas pendapatan masyarakat bermata pencaharain 

sebagai nelayan untuk memunuhi kebutahan sehari-hari, yang perkonomian 

mereka bergantung pada hasil tangkapan ikan. Kondisi geografis desa yang 

terletak di daerah perairan membuat aktivitas melaut dan perikanan menjadi 

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan ekonomi masyarakat 
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setempat. Namun dalam praktik perkonomian tersebut  terdapat fonomena 

jual beli yang menarik untuk ditelaah, yaitu praktik titip uang di muka kepada 

nelayan untuk hasil tangkapan ikan yang belum ada. Sebagaimana wawancara 

dengan Bpk Adham sebagai nelayan mengatakan: 

“Pembeli melakukan pembayaran di muka untuk memastikan bahwa 

mereka akan  mendapatkan bagian dari hasil tangkapan nelayan setelah 

nelayan kembali dari melaut” (Wawancara, Adaham, 10 Desember 

2024). 

 

Namun praktik ini tidak selalu menguntungkan bagi pembeli. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pembeli, ditemukan 

bahwa pembeli sering menerima ikan dalam kondisi yang tidak sesuai dengan 

yang diharap kan:  

“Saya menitipkan uang terlebih dahulu kepada nelayan sebelum mereka 

melaut dengan harapan agar nelayan dapat menyisihkan ikan untuk saya 

setelah pulang dari melaut. Namun ketika ikan nya datang, saya 

menerima ikan dengan kualitas ikan yang di anggap kurang baik dan 

ukuran ikan yang tidak sesuai pesanan di awal, tanpa adanya 

penggantian atau pengembalian uang dari nelayan” (Wawancara, 

Khuzaimah, 10 Desember 2024). 

 

Situasi ini menunjukkan adanya potensi ketidakseimbangan antara hak 

dan kewajiban antara nelayan dan pembeli. Nelayan mendapatkan kepastian 

pembayaran tanpa menjamin kualitas ikan yang diterima pembeli. Dalam 

prinsip jual beli menurut Islam, keadilan dan transparansi harus ditegakkan 

untuk mencegah kerugian bagi salah satu pihak. Salah satu jenis transaksi 

yang dilarang dalam Islam adalah jual beli yang mengandung gharar 

(ketidakjelasan), karena hal ini dapat menimbulkan perselisihan antara 

penjual dan pembeli. 
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Dalam konteks ini praktik titip uang di muka dalam jual beli ikan 

berpotensi mengandung unsur gharar, karena pembeli tidak mengetahui 

secara pasti ukuran, kualitas, dan kepastian mendapatkan ikan sesuai harapan. 

Dalam hukum jual beli Islam gharar merujuk pada transaksi yang 

mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian mengenai objek yang akan di 

akad kan.  

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas terhadap praktik titip 

uang dimuka  yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Koto Petai perlu 

dikaji, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dibuat dalam 

skripsi ini yang berjudul “Praktik Titip Uang Di Muka Dalam Jual Beli 

Ikan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Koto Petai” 

B. Rumusan dan Batasan Masalah 

1. Rumusan Masalah  

a. Bagaimana pelaksanaan praktik titip uang di muka dalam jual beli ikan 

di Desa Koto petai? 

b. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap  

pelaksanaan praktik titip uang di muka dalam jual beli ikan di Desa 

Koto petai? 

2. Batasan Masalah  

Agar lingkup pembahasannya tidak terlalu luas dan terarah dari 

tujuan yang diinginkan peneliti, maka penulis membatasi ruang lingkup 

penelitian pada praktik titip uang di muka dalam jual beli ikan di Desa 

Koto Petai dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Fokus penelitian ini 
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adalah transaksi antara nelayan dan pembeli, mencakup mekanisme 

pembayaran, potensi ketidakjelasan (gharar), serta tinjauan hukumnya 

dalam ekonomi syariah. 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik titip uang di muka dalam jual 

beli ikan di Desa Koto petai. 

b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah 

terhadap pelaksanaan praktik pelaksanaan praktik titip uang di muka 

dalam jual beli ikan di Desa Koto petai. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis, untuk mengembangkan kajian Hukum Ekonomi 

Syariah khusus nya dalam praktik titip uang di muka dalam jual beli 

ikan di Desa Koto petai. 

b. Secara praktis, memberikan pemahaman kepada nelayan dan pembeli 

tentang praktik yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, hal ini 

mencakup penjelasan tentang pentingnya menghindari ketidakpastian 

(gharar) dalam transaksi. 

c. Salah satu syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) 

pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. 

D. Kerangka Konseptual 

1. Jual beli  
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Jual beli merupakan proses pertukaran barang atau harta untuk 

mendapatkan dan memberikan kepemilikan. Dengan demikian jual beli 

dapat diartikan sebagai peralihan hak milik yang dilakukan dengan 

imbalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Islam mengatur jual beli 

dan menetapkan hukumnya sebagai hal yang diperbolehkan. Islam tidak 

menentang jual beli, bahkan memandangnya sebagai salah satu cara untuk 

berusaha, sehingga Al-Quran memberikan sifat positif terhadapnya 

(Syaikhu, Ariyadi 2020:44). 

2. Uang Muka 

Uang muka atau yang dikenal sebagai down payment (DP) dalam 

suatu transaksi jual beli adalah sejumlah uang yang diserahkan oleh 

pembeli kepada penjual sebagai tanda jadi. Uang muka ini umum 

diterapkan dalam berbagai jenis transaksi, khususnya dalam pembelian 

barang atau properti, dan berfungsi sebagai pengikat antara kedua pihak 

yang terlibat dalam perjanjian tersebut (Azis 2024:426). 

3. Hukum Ekonomi Syariah  

Hukum ekonomi syariah merupakan panduan utama bagi manusia 

dalam menjalankan berbagai aktivitas di muka bumi, khususnya dalam 

kegiatan muamalah seperti jual beli. Prinsip ini bertujuan agar seluruh 

aktivitas ekonomi tidak hanya bernilai duniawi, tetapi juga menjadi sarana 

untuk meraih ridha Allah Swt. Dalam konteks jual beli islam menekankan 

pentingnya menjaga keadilan, menghindari perbuatan dzalim terhadap hak 

orang lain, menjauhi praktik riba, dan mengedepankan kemaslahatan bagi 
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seluruh umat manusia. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan 

kehidupan ekonomi yang harmonis dan berkeadilan, sebagaimana telah 

diatur secara komprehensif dalam ajaran agama Islam (Sulthonuddin dan 

Syaripudin 2023:2). 

E. Penelitian Terdahulu 

1. Ansori Ahmad Batubara, Skripsi Tahun 2024, Dengan Judul “ Hukum 

Jual Beli Papan Yang Tidak Sesuai Dengan Pesanan Perspektif Sayyid 

Sabiq (Studi Kasus Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi 

Kabupaten Mandailing Natal)”. Penelitian ini membahas tentang tinjauan 

hukum terhadap praktik jual beli papan yang tidak sesuai dengan pesanan, 

dimana dalam transaksinya pembayaran dilakukan di awal dengan 

menggunakan sistem uang muka. Namun dalam praktiknya sering terjadi 

ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dengan barang yang diterima. 

Barang yang seharusnya berkualitas tinggi malah diterima dalam kondisi 

kualitas yang rendah, sehingga menimbulkan kerugian pada pihak 

pembeli karena terdapat unsur gharar (ketidakpastian atau penipuan) 

dalam transaksi tersebut (Batubara 2020). 

2.  Qurrotul Aini, Skripsi Tahun 2020, Dengan Judul “Analisis Hukum 

Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Laut Tanpa Menggunakan Alat 

Timbang Di Tempat Pelelangan Ikan Di Desa Brondong Kecamatan 

Brondong”. Skripsi ini menganalisis bahwa proses jual beli ikan laut di 

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dimulai dengan pemeriksaan ikan yang 

disimpan dalam basket (tempat ikan), di mana penjual hanya memberikan 
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contoh sebagai barang yang akan dijual. Sedangkan penentuan  harga 

dilakukan menggunakan sistem taksiran, dalam kondisi ini  ikan tidak 

diketahui secara jelas kadarnya baik dari segi ukuran dan kualitas nya 

(Aini 2020). 

3. Hersy Mirza, Skripsi Tahun 2024, Dengan Judul “Tinjauan Fiqih 

Muamalah Terhadap Jual Beli Jengkol Dengan Sistem Borongan Di 

Pohon Di Dusun III Balai Jering”. Dalam skripsi ini menganalisiskan  jual 

beli jengkol dengan sistem borongan, yang mana pembeli (pemborong) 

memberi uang pajar jauh sebelum masa panen kepada petani  dan akan 

dipanen jika jengkol tersebut layak untuk dipanen. Namun, sistem ini 

seringkali menimbulkan ketidakpastian (gharar) karena hasil panen 

jengkol bisa jadi tidak sesuai dengan perkiraan. Jika hasil panen kurang 

dari nilai uang pajar, pemborong akan mengalami kerugian, dan 

kekurangan bagi petani adalah tidak bisa mengetahui hasil jengkol 

tersebut (Mizra 2024). 

Penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan di atas memiliki 

perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Dalam penelitian ini 

peneliti lebih berfokus terhadap praktik titip uang dimuka dalam jual beli 

ikan yang dilakukan oleh masyarakat dan para nelyan, sedangkan  

perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian penulis. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Data 
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Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu 

jenis penelitian yang bersifat deskriptif, penelitian ini untuk 

menggambarkan, menjelaskan, dan memahami suatu fenomena yang 

terjadi dimasyarakat, pendekatan deskriptif digunakan untuk menganalisis. 

Salah satu metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

konsep-konsep teoritis, yang digunakan untuk memastikan bahwa fokus 

penelitian akan sesuai dengan kondisi di lapangan (Sugiyono 2020:85). 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara 

langsung dari lapangan, yang bersumber dari responden dan 

narasumber yang terlibat secara langsung dalam proses penelitian. 

Peneliti mengumpulkan data primer ini melalui metode wawancara 

dan interaksi langsung dengan responden serta narasumber, guna 

memperoleh informasi yang relevan untuk keperluan penelitian. Data 

primer sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang 

diperoleh dalam penelitian ini akurat (Kornelius Benuf, 2020:28). 

Dalam penelitian inisumber data primer yang digunakan adalah 

pembeli, nelayan, tokoh adat dan agama. 

b. Data Sekuder 

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari 

sumber lain atau sumber sekunder yang relevan. Data ini dapat 

berasal dari berbagai jenis sumber, termasuk buku, jurnal, dokumen 
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resmi, serta sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini (Rizky 

Fadilla dan Ayu Wulandari, 2023:36). 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Dalam penelitian observasi adalah teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dengan menggunakan indera dan pengamatan. 

Laporan dibuat oleh peneliti dengan menggunakan informasi yang 

mereka amati, dengar, dan rasakan. Teknik ini digunakan untuk 

memberikan laporan yang rinci dan akurat tentang peristiwa dan 

kejadian (Sugiyono 2020:22). 

Menurut Johnson, setiap individu dapat melakukan observasi, 

mulai dari bentuk yang sederhana hingga ke tingkat yang paling 

kompleks. Metode observasi yang diterapkan dalam setiap penelitian 

dapat berbeda-beda, bergantung pada setting, kebutuhan, serta tujuan 

dari penelitian tersebut (Hasanah 2017:23). 

b. Wawancara 

Wawancara adalah jenis interaksi komunikasi yang biasanya 

dilakukan secara langsung dan melibatkan dua pihak atau lebih. Satu 

pihak bertindak sebagai pewawancara yang bertanggung jawab untuk 

mengarahkan percakapan, dan pihak lain bertindak sebagai 

terwawancara yang bertanggung jawab untuk menanggapi pertanyaan. 

Wawancara ini dilakukan untuk tujuan tertentu, seperti mendapatkan 
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informasi yang diperlukan dalam situasi tertentu atau mengumpulkan 

data untuk analisis atau pengambilan keputusan (fadhallah, 2:2021). 

c. Dokumentasi  

Dokumen adalah catatan yang mencerminkan peristiwa yang 

telah berlangsung, dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya 

monumental yang dihasilkan oleh seseorang. Misalnya dokumen 

tertulis meliputi catatan, biografi, peraturan, dan pedoman. Sementara 

itu, dokumen berbentuk gambar dapat berupa foto, film, sketsa, 

maupun bentuk visual lainnya (Sugiyono, 124:2018).  

4. Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah proses sistematis dalam mengelola, 

mengkategorikan, menjabarkan kedalam unti-unit dan menyimpulkan 

informasi dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, data 

tersebut disusun sedemikian rupa agar dapat dipahami dengan mudah oleh 

peneliti sendiri maupun oleh pihak lain (sugiyono, 131:2018). 

Adapun teknik analisis data yang digunakan sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh perlu direduksi 

dan disusun kembali agar lebih mudah diakses, dimengerti, dan dapat 

diuraikan ke dalam berbagai tema dan pola yang relevan. Jumlah data 

yang terkumpul di lapangan cukup banyak, maka pencatatan secara 

teliti dan rinci sangat diperlukan. Proses reduksi data dilakukan 

dengan cara merangkum, memilih informasi yang pokok, 
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memfokuskan pada hal-hal yang penting, mengidentifikasi tema dan 

polanya, serta membuang informasi yang tidak relevan (Nasution 

2015:132). 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data merupakan proses 

menyusun dan menampilkan informasi agar memudahkan peneliti 

dalam menarik kesimpulan. Data dapat disajikan dalam berbagai 

bentuk, seperti grafik atau uraian singkat. Melalui penyajian ini, 

peneliti dapat lebih mudah memahami permasalahan yang ditemukan 

serta merencanakan langkah-langkah yang perlu diambil selanjutnya 

(Zulfirman, 2022:150).  

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Peneliti melakukan upaya untuk menarik kesimpulan secara 

berkelanjutan selama berada di lokasi penelitian. Sejak tahap awal 

pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai berusaha untuk 

menemukan makna dari objek yang diteliti, mendokumentasikan pola-

pola yang muncul dalam bentuk catatan, serta merumuskan 

penjelasan, konfigurasi, kemungkinan hubungan sebab-akibat, dan 

proposisi yang berkaitan dengan fenomena yang diamati (Rijali 

2019:94).  

Kesimpulan awal yang dihasilkan dalam penelitian kualitatif 

umumnya bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ada bukti 

yang kuat pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Oleh karena itu, 
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kesimpulan awal tidak dapat dianggap sebagai kesimpulan final, 

mengingat proses pengumpulan data masih dapat berlanjut dan 

temuan baru dapat mempengaruhi hasil akhir.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Jual Beli 

1. Pengertian Jual Beli 

Secara etimologis jual beli berasal dari kata بٍبع -ٌبٍع -ببع) ) dengan 

bentuk jamaknya (انبٍىع) yang berarti menjual. Dalam bahasa Arab istilah 

al-bai’ digunakan untuk menggambarkan aktivitas menjual, menukar, atau 

mengganti satu hal dengan hal lainnya. Selain itu dalam bahasa Arab kata 

al-bai’ juga merujuk pada pengertian yang berlawanan, yaitu (انششاء) yang 

berarti membeli. Dengan demikian al-bai’ dapat diartikan sebagai aktivitas 

yang mencakup jual sekaligus beli (Susiawati 2017:172). Sedangkan 

menurut para fugaha pengertian jual beli antara lain:  

Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli sebagai suatu bentuk 

pertukaran antara harta dengan harta lainnya yang dilakukan berdasarkan 

kesepakatan kedua belah pihak, serta melibatkan pemindahan kepemilikan. 

Sedangkan Hasbi Ash-Shiddieq mendefinisikan jual beli merupakan suatu 

akad yang dilandaskan pertukaran harta dengan harta, sehingga terjadi 

perpindahan hak milik secara tetap (Khaerudin dan Siregar 2019:113). 

Beberapa ulama memberikan definisi tentang jual beli, di antaranya 

Imam Nawawi, beliau menjelaskan bahwa jual beli adalah pertukaran harta 

dengan harta untuk tujuan kepemilikan, yaitu menukar barang dengan 

barang atau barang dengan uang dengan cara melepaskan hak kepemilikan 

berdasarkan kerelaan kedua belah pihak (Rahayu, dkk., 2023:14). 
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Para ulama dari mazhab Maliki, Syafi‟i dan Hambali mendefinisikan 

jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta yang melibatkan 

perpindahan kepemilikan. penekanan pada aspek kepemilikan ini bertujuan 

untuk membedakan jual beli dengan bentuk pertukaran lainnya, seperti 

sewa-menyewa yang tidak mengakibatkan perpindahan hak milik. Selain 

itu, konsep harta dalam definisi ini memiliki cakupan yang luas, mencakup 

barang dan uang sebagai objek transaksi (Affandi 2009:149). 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum 

jual beli adalah pertukaran atau pemindahan kepemilikan melalui suatu 

bentuk transaksi yang dibolehkan oleh syariah. Jual beli melibatkan 

pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan uang, yang 

disertai dengan pemindahan hak milik dari satu pihak kepada pihak 

lainnya berdasarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak 

(Khaerudin dan Siregar 2019:115). 

Dalam Islam jual beli harus dilakukan sesuai dengan tuntunan Al-

Quran dan Hadits, yang mengutamakan kejujuran dalam setiap transaksi. 

Rasulullah Saw telah memberikan contoh nyata dengan menerapkan 

prinsip kejujuran dalam berdagang, termasuk ketika beliau mendirikan 

pasar pada tahun pertama Hijriah sebagai tempat transaksi jual beli, Allah 

swt mensyariatkan jual beli sebagai sarana yang memudahkan umat 

manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang adil dan 

saling menguntungkan (Robbani 2023). 
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2. Dasar Hukum Jual Beli  

Dalam Islam jual beli dipandang sebagai sarana untuk saling 

membantu antar sesama. Transaksi jual beli bukan hanya sekadar cara 

untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga merupakan bentuk kepedulian 

dan upaya memberikan manfaat kepada orang lain (Affandi 2009:50). 

1. Landasan Al Quran 

Q.S Al-Baqarah :275 

بٰىا وَ انشِّ ٍْعَ وَحَشَّ ُ انْبَ
 ٕ وَاحََمَّ اّللّٰ

Artinya: Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. (Al-Baqarah/2:275). 

 

Ayat tersebut secara tegas menyatakan bahwa Allah swt 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hal ini dikarenakan 

jual beli memberikan manfaat, sedangkan riba dapat menimbulkan 

kerugian baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. 

Setiap Muslim harus memperhatikan perintah Allah Swt untuk 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena Allah Swt 

pasti telah memberikan cara terbaik untuk melindungi orang-orang 

yang beriman dari perbuatan yang dapat menyebabkan mereka 

melakukan dosa (Syaichoni dan Sahara 2022:22). 

Q.S An-Nisa :29 

ٰٓبٌَُّهبَ ٌٰ  ٍَ ٌْ ا لََ  اٰيَُىُْا انَّزِ ٍُْكَُىْ  ايَْىَانكَُىْ  تأَكُْهىُْٰٓ ٰٓ  ببِنْببَطِمِ  بَ ٌْ  الََِّ ٌَ  اَ ٍْ  تجَِبسَةً  تكَُىْ  عَ

ُْكُىْ  تشََاضٍ  ا وَلََ ۗۗ  يِّ َْفسَُكُىْ  تقَْتهُىُْٰٓ ٌَّ ۗۗ  اَ َ  اِ
ٌَ  اّللّٰ ب بكُِىْ  كَب ًً ٍْ   ٢ٕ سَحِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 

harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), 

kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di 

antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu 

(Q.S An-Nisa/ 4:29). 
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Ayat ini menjelaskan bagaimana Allah Swt telah menetapkan 

hukum terhadap memakan harta orang lain dengan cara yang tidak 

benar, yang merupakan tindakan keji dan terlarang. Contoh tindakan 

tersebut termasuk mencuri, korupsi, dan tindakan keji lainnya yang 

menyebabkan kerugian bagi orang lain.  Kecuali dalam kasus di mana 

mereka bersama-sama memiliki harta tersebut dengan cara yang benar 

dan didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak (Robbani 2023). 

Q.S Al Jumah: 10 

 َ ِ وَارْكُشُوا اّللّٰ
ٍْ فضَْمِ اّللّٰ َْتشَِشُوْا فىِ الَْسَْضِ وَابْتَغُىْا يِ هٰىةُ فبَ فبَرَِا قضٍُِتَِ انصَّ

 ٌَ ٍْشًا نَّعَهَّكُىْ تفُْهحُِىْ   ٓٔكَثِ

Artinya:  Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah 

kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah 

sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung (Q.S Al-

Jumu‟ah/62:10) 

 

Menurut ayat di atas Allah Swt mengizinkan manusia untuk 

berpencar ke seluruh penjuru bumi untuk mencari karunia nya. 

Firmannya, “dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 

beruntung,” yakni untuk selalu mengingat Allah ketika membeli, 

menjual, dan melakukan bisnis. Jangan biarkan dunia mengalihkan 

kita dari kegiatan yang akan membantu kita di akhirat (Syaikhu, 

Ariyadi 2020:50). 

2. Landasan Hadis 

ُ عَُُّْ  ًَ اللَّّ ٍِ سَافِعٍ سَضِ ٍْ سِفبَعَتَ بْ ِّ وَسَهَّىَ سُئمَِ عَ ٍْ ُ عَهَ ًَّ صَهَّى اللَّّ ٌَّ انَُّبِ أيَُّ   :} أَ

اسُ  ٍْعٍ يَبْشُوسٍ { سَوَاُِ انْبزََّ ِِ ، وَكُمُّ بَ جُمِ بٍِذَِ مُ انشَّ ًَ انْكَسْبِ أطٍَْبَُ ؟ قبَلَ : عَ

حَُّ انْحَبكِى  وَصَحَّ

Artinya: Dari Rifa‟ah bin Rafi‟, Nabi Muhammad Saw pernah 

ditanyakan mengenai jenis pekerjaan yang paling baik. 
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Beliau menjawab, “Pekerjaan yang dilakukan dengan tangan 

dan semua transaksi jual beli yang mabrur.” 

 

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai landasan hukum jual 

beli di perbolekan (mubah). Transaksi jual beli tidak hanya berfungsi 

untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan dan 

keinginannya, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk menjalin 

hubungan antar sesama antara dua pihak yang saling membutuhkan, 

baik barang maupun uang untuk memenuhi kebutuhannya (Firnando 

dan Purnama Wari 2023:30). 

ٍْشًا يِ  ِّ يَب أكََمَ أحََذٌ طَعَبيًب قظَُّ خَ ٍْ ًَّ اللِّ دَاوُدَ عَهَ ٌَّ َبَِ ِِ وَإِ مِ ٌذَِ ًَ ٍْ عَ ٌْ ٌأَكُْمَ يِ ٍْ أَ

 ِِ مِ ٌذَِ ًَ ٍْ عَ ٌَ ٌأَكُْمُ يِ لََوُ كَب  انسَّ

Artinya : Tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang 

lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya (bekerja) 

sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud as. memakan 

makanan dari hasil usahanya sendiri (HR. Bukhari). 

 

Hadis diatas mengajarkan pentingnya bekerja keras, mandiri, 

serta menjunjung nilai-nilai etika dalam mencari nafkah. Makanan 

yang diperoleh dari hasil usaha sendiri tidak hanya memberikan 

kepuasan jasmani, tetapi juga kepuasan rohani, karena mencerminkan 

usaha dan perbuatan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya sesuai 

dengan tuntunan ajaran Islam. 

3. Rukun dan Syarat Jual Beli 

Rukun jual beli merupakan komponen-komponen yang wajib ada 

dalam suatu transaksi jual beli sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam 

konteks fikih suatu transaksi jual beli dianggap sah menurut syariat apabila 
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memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Oleh karena itu agar 

akad jual beli dinyatakan sah, rukun dan syarat tersebut harus terpenuhi 

(Yusuf dan Iswandi 2021:61). 

a. Rukun Jual Beli 

Mayoritas ulama menetapkan bahwa terdapat empat rukun 

dalam transaksi jual beli antara lain (Affandi 2009:53): 

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)  

2. Ada barang yang di perjual belikan 

3. Nilai tukar pengganti barang 

4. Shighat (lafal ĳab dan qabul) 

Setiap akad jual beli harus dilaksanakan dengan memenuhi 

ketentuan rukun-rukun yang telah ditetapkan. Jika salah satu rukun 

tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut tidak memiliki keabsahan 

sebagai akad jual beli (Syaikhu, Ariyadi 2020:52). 

 

 

b. Syarat Syarat Jual Beli 

1. Syarat orang yang berakad (Penjual dan Pembeli) 

Dalam transaksi jual beli melibatkan penjual dan pembeli 

yang bertindak sebagai pihak yang melakukan akad (aqid). 

Berikut adalah syarat-syarat bagi kedua pihak dalam pelaksanaan 

akad (ijab qabul) pada transaksi jual beli: 
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a. Berakal, dalam hal ini merujuk pada seseorang yang keadaan 

tidak gila, sehat rohaninya dan mampu memilih apa yang 

terbaik untuk dirinya (Robbani 2023). 

b. Dewasa atau baligh, Seseorang yang telah berusia lima belas 

tahun atau yang telah mengalami mimpi basah (untuk pria) 

dan menstruasi (untuk wanita). Meskipun demikian beberapa 

ulama berpendapat bahwa untuk anak-anak di bawah usia 

lima belas tahun yang mampu membedakan antara yanag 

benar dan yang salah serta belum mengalami mimpi atau 

menstruasi masih diperbolehkan untuk melakukan transaksi 

jual beli, terutama untuk barang-barang yang kecil dan tidak 

mahal (Syaikhu, Ariyadi 2020:130). 

c. Dengan kehendak sendiri, artinya dalam transaksi jual beli 

tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun terhadap pihak 

lain. Oleh karena itu, jumhur ulama berpendapat bahwa akad 

jual beli tidak sah apabila dilakukan dalam keadaan paksaan, 

baik paksaan secara fisik maupun mental (Qomarun Huda 

2014:58). 

d. Para pihak yang melakukan perjanjian jual beli tidak boros 

(mubadzir), yang berarti tidak ada pihak yang mubazir. Sebab 

individu yang boros menurut hukum dianggap sebagai 

seseorang yang tidak memiliki kecakapan dalam melakukan 

tindakan. (Syaikhu, Ariyadi 2020:53). 
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2. Syarat sah objek yang diperjual belikan 

Dalam transaksi jual beli harus ada ma‟qud alaih, yaitu 

barang yang diperjualbelikan. Adapun syarat-syarat yang harus 

dipenuhi terhadap barang yang diperjualbelikan antara lain:  

a. Barang yang menjadi objek transaksi harus dalam keadaan 

suci, yang berarti tidak termasuk dalam kategori benda najis 

atau haram (Syaikhu dan Ariyadi 2020:54). 

b. Menurut syara‟ dilarang melakukan jual beli terhadap barang-

barang yang tidak diperbolehkan untuk diambil manfaatnya, 

seperti khamar, babi, bangkai, arak, dan sejenisnya 

(Khaerudin dan Siregar 2019). 

c. Barang yang diperjual belikan harus memiliki kejelasan yang 

dapat diketahui oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan 

pembeli. Kejelasan ini mencakup berbagai aspek, seperti 

bentuk fisik, ukuran, timbangan, berat, dan harga barang 

tersebut. Selain itu jika terdapat cacat atau kekurangan pada 

barang, penjual wajib untuk menginformasikannya kepada 

pembeli agar tidak terjadi kerugian atau ketidakpuasan pihak 

pembeli (Choiriyah 2009:21). 

d. Barang yang diperjualbelikan haruslah merupakan milik 

pribadi. menjual barang milik orang lain tanpa izin dari 

pemiliknya atau barang yang belum sepenuhnya menjadi hak 
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miliknya dianggap tidak sah  (Khaerudin dan Siregar 

2019:128). 

e. Penjual harus mampu menyerahkan barang, baik sebagai 

pemilik maupun kuasa, sesuai bentuk dan jumlah yang telah 

disepakati pada saat penyerahan kepada pembeli (Syaikhu, 

Ariyadi 2020:54). 

3. Syarat nilai tukar/harga barang  

Untuk memastikan bahwa transaksi jual beli dilakukan 

secara sah dan adil bagi kedua belah pihak, nilai tukar merujuk 

pada kesepakatan mengenai nilai barang yang diperjualbelikan, 

yang biasanya berbentuk uang (Ummah 2019:97). 

a. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas 

jumlahnya. 

b. Pembayaran dapat dilakukan pada saat akad, meskipun secara 

hukum menggunakan instrumen seperti cek atau kartu kredit. 

Apabila pembayaran dilakukan secara berutang, maka waktu 

pelunasannya harus ditentukan secara jelas. 

c. Jika jual beli dilakukan dengan cara saling mempertukarkan 

barang (al-muqayyadah), maka barang yang dijadikan sebagai 

nilai tukar tidak boleh berupa barang yang diharamkan oleh 

syariat, seperti babi atau khamar. 

4. Syarat Shighat (lafal ĳab dan qabul) 
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Para ulama fiqh sepakat  bahwa keridhaan kedua belah 

pihak merupakan komponen penting dari transaksi jual beli. 

Dalam perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, seperti 

pernikahan, sewa-menyewa, atau jual-beli, sighat harus 

dinyatakan dengan jelas 

a. Kabul harus sesuai dengan ijab (Ummah 2019:95).  

b. Ijab dan kabul harus adanya kesepakatan antara penjual dan 

pembeli yang saling merelakan mengenai barang yang 

diperjualbelikan, serta harga yang telah ditetapkan (Khaerudin 

dan Siregar 2019:129).  

c. ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, maka pembeli 

dan penjual sama-sama berada dalam satu majelis. Meskipun 

mereka tidak selalu berada di tempat yang sama, keduanya 

tetap berbicara tentang barang yang sama (Affandi 2009:55). 

4. Akad Dalam Jual Beli  

1. Pengertian Akad 

Akad secara etimologis berarti perikatan, perjanjian, dan 

kesepakatan (al-ittifaq). Dalam terminologi  akad merujuk pada 

hubungan antara ijab dan kabul yang sesuai dengan ketentuan hukum 

syariah, yang memiliki dampak hukum terhadap objek yang terikat. 

Ijab adalah pernyataan dari pihak yang menawarkan ikatan, 

sedangkan kabul adalah pernyataan penerimaan terhadap ikatan 

tersebut. Dalam konteks Islam setiap perjanjian yang dibuat oleh dua 
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pihak atau lebih harus mematuhi prinsip-prinsip hukum syariah 

(Yunus, dkk., 2018:146). 

Landasan akad mengacu kepada firman Allah Swt dalam (Q.S 

Al Maidah: 1) 

ا اوَْفىُْا ببِنْعُقىُْدِۗ  ٍَ اٰيَُىُْٰٓ ٌْ ٰٓبٌَُّهبَ انَّزِ ٌٰ 

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad akad 

itu. 

 

Ayat di atas menekankan bahwa setiap orang beriman memiliki 

kewajiban untuk melaksanakan janji yang telah dibuat, baik secara 

verbal maupun fisik. Dalam transaksi perdagangan, pelaksanaan akad 

mensyaratkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak (Rachmawati 

dan Mumin 2015:786).  

Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, Mustafa Ahmad az-zarqa 

membuat perbedaan antara dua kategori tindakan hukum yang 

dilakukan oleh seseorang dalam kaitannya dengan akad, diantaranya 

(Yunus, dkk., 2018:146): 

 

 

1) Tindakan berupa perkataan 

a. Bersifat akad, Suatu perjanjian disebut sebagai akad apabila 

melibatkan komitmen antara dua pihak atau lebih. Misalnya 

dalam transaksi di pasar, penjual menyatakan bahwa telah 

menjual barang dagangannya dengan harga tertentu, 

sementara pembeli menyatakan bahwa telah membeli barang 
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tersebut dengan harga yang disepakati. Karena kedua belah 

pihak telah sepakat dan berkomitmen untuk melaksanakan 

transaksi jual beli tersebut, maka aktivitas tersebut 

dikategorikan sebagai akad. 

b. Tidak bersifat akad 

1. Akad yang mengandung kehendak keinginan pemilik untuk 

mengalihkan, memindahkan, membatalkan, atau 

melepaskan suatu hak, seperti wakaf, hibah, dan 

perceraian. Meskipun ada perbedaan pendapat antara 

beberapa ulama mengenai tindakan hukum ini, akad yang 

melakukan tindakan ini tidak memerlukan kabul. Sebagian 

orang mengatakan bahwa akad tersebut telah terjadi, dan 

sebagian lagi mengatakan bahwa akad tersebut belum 

terjadi. 

2. Akad yang tidak menimbulkan kehendak, meskipun tidak 

mengandung kehendak pihak untuk menetapkan atau 

menghapuskan suatu hak, kata-katanya menimbulkan 

tindakan hukum. Misalnya gugatan yang diajukan di 

hadapan hakim dan pengakuan yang disampaikan di 

hadapan hakim. Meskipun tindakan tersebut dapat 

menimbulkan hubungan hukum, namun tindakan tersebut 

tidak bersifat mengikat secara hukum. 

2) Tindakan berupa perbuatan 
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Pada era masyarakat modern saat ini, kegiatan jual beli adalah 

bentuk kegiatan bermuamalah yang kerap dilakukan oleh dua pihak 

atau lebih dalam kehidupan bermasyarakat. Al-Quran dan hadis telah 

memberikan ketentuan yang mengatur praktik tersebut. Namun 

demikian tidak seluruh umat muslim memahami maupun menerapkan 

ketentuan syariat Islam dalam pelaksanaan transaksi jual beli yang 

mereka lakukan. 

2. Rukun dan syarat dalam akad 

1. Rukun akad  

Dalam bahasa Arab, rukun berarti komponen kokoh yang 

memungkinkan tegaknya sesuatu. Menurut para ahli hukum 

Islam kontemporer, terdapat empat unsur yang membentuk suatu 

akad antara lain (Romli 2021): 

a. Para pihak yang terlibat dalam pembuatan akad (al-aqidain) 

b. Tujuan akad (maudhu aqad). 

c. Objek akad (Ma’qud alaih)  

d. Pernyataan khendak para pihak (shigat aqad) 

2. Syarat dalam akad 

Setiap akad memiliki ketentuan yang ditetapkan oleh 

Syara‟ yang harus dipenuhi, adapun syarat-syarat akad sebagai 

berikut (Khaerudin dan Siregar 2019:36) : 
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a. Syarat-syarat yang bersifat umum merupakan ketentuan 

yang harus terpenuhi secara sempurna untuk mewujudkan 

suatu akad. 

b. Syarat-syarat yang bersifat khusus merupakan ketentuan 

yang harus ada dalam beberapa jenis akad. Syarat ini juga 

dikenal sebagai syarat idhafi (tambahan) yang melengkapi 

syarat-syarat umum, contohnya adalah keharusan adanya 

saksi dalam pernikahan.  

Syarat-syarat umum yang perlu dipenuhi dalam setiap 

jenis akad antara lain: 

a. Kedua belah pihak yang melakukan akad harus cakap 

bertindak (ahli), sehingga akad yang dilakukan oleh orang 

yang tidak cakap bertindak (seperti orang gila) tidak sah.   

b. Objek akad harus sesuai dengan ketentuan syariat dan 

dilakukan oleh individu yang berhak untuk melakukannya, 

meskipun ia bukanlah pemilik dari barang tersebut.  

c. Akad tersebut tidak termasuk jenis akad yang dilarang, 

seperti jual beli mulamasah.   

d. Akad tersebut harus dapat memberikan manfaat.   

e. Ijab harus berlanjut hingga terjadi kabul, sehingga ijab tidak 

sah jika dibatalkan sebelum terjadi kabul.   

3. Berakhirnya Akad 
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Menurut para ahli fikih, sebuah akad dapat berakhir jika 

(Ummah 2019:87):  

1. Jangka waktu kontrak telah berlalu.   

2. Diakhiri oleh para pihak dalam kontrak, dalam hal kontrak 

tersebut tidak dapat dilaksanakan secara hukum.   

3. Perjanjian yang mengikat secara hukum dapat dianggap 

berakhir apabila: 

a. Jual beli tersebut batal, misalnya terdapat unsur 

penipuan atau salah satu rukun dan syaratnya tidak 

terpenuhi.   

b. Berlakunya khiyar rukyat, khiyar aib, atau khiyar syarat.   

c. Salah satu pihak tidak melaksanakan akad.   

d. Tujuan akad telah tercapai secara penuh. 

e. Ketika salah satu pihak dalam akad meninggal dunia, 

maka akad berakhir.  

5. Keutaman Dalam Jual Beli 

Adapun keutamaan jual beli bagi individu dan masyarakat antara 

lain (Anas dan Hudatullah 2024:545): 

a. Membantu dalam memahami hukum fikih, bagi mereka yang terlibat 

dalam transaksi jual beli dalam Islam, sangat penting untuk 

memahami hukum fikih yang berlaku untuk urusan sehari-hari, 

termasuk bisnis dan jual beli. 
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b. Mengatur cara memenuhi kebutuhan fisik, aturan yang ditetapkan 

dalam akad jual beli Islami mengatur cara memenuhi kebutuhan fisik 

manusia, seperti makanan, pakaian, dan sebagainya. Jika sebuah 

transaksi tidak memenuhi syarat dan ketentuan akad, maka transaksi 

tersebut berpotensi dianggap tidak sah menurut hukum Islam. 

c. Membantu melindungi kemaslahatan umum dan mencegah 

kerusakan, akad jual beli dalam Islam bertujuan untuk mencapai 

kemaslahatan umum dan menghindari kerusakan di antara umat 

manusia. Untuk memastikan bahwa kemaslahatan umum tercapai, 

Syariah menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, 

termasuk persyaratan hukum, waktu, harga, dan jaminan, yang 

semuanya dibuat untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam 

transaksi. 

d. Membantu memastikan kemaslahatan dalam transaksi keuangan: 

Transaksi keuangan dalam Islam berlandaskan syariah, seperti yang 

tercermin dalam akad ijarah, yang memberikan hak untuk menikmati 

manfaat dari barang dengan imbalan yang setimpal.
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B. Gharar Dalam Jual Beli 

1. Pengertian gharar 

Gharar dalam bahasa Arab diartikan sebagai al-khathr (pertaruhan), 

al-jahalah (ketidakpastian), al-mukhatharah (pertaruhan), dan majhul al-

‘aqibah (hasil akhir yang tidak pasti). Istilah gharar merujuk pada suatu 

kondisi dalam transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian, keraguan, 

atau informasi yang tidak lengkap, yang bisa berujung pada kerugian bagi 

salah satu pihak (Hosen 2009:54). Adapun secara trimonologis para ulama 

mendefinisikan gaharar antaralain (Rahmawati., dkk.  2023): 

a. Imam as-Sarakhsi dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa gharar 

adalah sesuatu yang akibatnya tidak dapat diketahui dengan jelas.   

b. Imam al-Qarafi dari mazhab Maliki mengungkapkan bahwa gharar 

merupakan kondisi di mana suatu hal belum pasti bisa diperoleh atau 

tidak.   

c. Imam Shirazi dari mazhab Syafi‟i menjelaskan bahwa gharar adalah 

sesuatu yang belum jelas urusannya dan tidak diketahui akibat yang 

mungkin ditimbulkannya.   

d. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, gharar adalah keadaan di mana 

objek akad tidak dapat diserahkan kepada pihak lain, baik objek 

tersebut ada maupun tidak, sebagaimana contoh jual beli sapi yang 

sedang lepas (Kinanty dan Salsabila 2023:99). 
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Gharar didefinisikan jual beli yang mengandung unsur 

ketidakjujuran atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak, 

karena barang yang diperjualbelikan tidak dapat diserah terimakan atau 

tidak dapat dipastikan keberadaannya, jumlahnya, atau ukurannya (Syazali 

2021:86).  

2. Dasar hukum gharar  

Al-Quran: 

 ٍْ ٌَ تجَِبسَةً عَ ٌْ تكَُىْ ٰٓ اَ ٍُْكَُىْ ببِنْببَطِمِ الََِّ ا ايَْىَانكَُىْ بَ ٍَ اٰيَُىُْا لََ تأَكُْهىُْٰٓ ٌْ ٰٓبٌَُّهبَ انَّزِ ُْكُىْ ۗ ٌٰ تشََاضٍ يِّ

ب  ًً ٍْ ٌَ بِكُىْ سَحِ َ كَب ٌَّ اّللّٰ َْفسَُكُىْ ۗ اِ ا اَ   ٢ٕوَلََ تقَْتهُىُْٰٓ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 

harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali 

berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. 

Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu (An-Nisa‟/4:29). 

 

Hadis nabi tentang jual beli gharar: 

ٍْعِ انْغَشَسِ  ٍْ بَ ٍْ بٍَْعِ انْحَصَبةِ وَعَ ِّ وَسَهَّىَ عَ ٍْ ُ عَهَ ِ صَهَّى اللَّّ  َهَىَ سَسُىلُ اللَّّ

Artinya: “Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam melarang jual beli al-

hashah dan jual beli gharar” 

 

Dari sabda Rasulullah di atas jelaslah bahwa Rasulullah melarang 

jual beli gharar, sehingga tidak memiliki alasan untuk melakukan 

perdagangan semacam ini. Besar mudharatnya jika sebagai umatnya 

melanggar larangan beliau karena hal ini dapat menimbulkan kebencian 

karena kecurangan anratara penjual dan pembeli. 

 

3. Bentuk gharar dalam objek transaksi jual beli 
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Adapun bentuk gharar dalam objek transanksi jual beli antara lain 

(Khaerudin dan Siregar 2019:106). 

a. Ketidakjelasan jenis objek transaksi 

Ketidakpastian mengenai jenis objek transaksi merupakan salah 

satu bentuk ketidakpastian yang memiliki dampak paling besar. Hal ini 

disebabkan oleh ketidakpastian yang berkaitan dengan wujud, jenis, dan 

sifat atau ciri-ciri barang  yang menjadi objek transaksi. Oleh karena 

itu, dalam setiap transaksi objek yang diperjualbelikan harus jelas dan 

diketahui agar tidak menimbulkan unsur gharar. 

b. Ketidakjelasan dalam macam objek transanksi  

Ketidakjelasan jenis objek transaksi dapat menyebabkan 

ketidakabsahan dalam jual beli, karena mengandung unsur gharar yang 

cukup besar. Misalnya jika seseorang berkata, “Saya jual hewan ini 

kepada Anda dengan harga tertentu,” tanpa menyebutkan jenis 

hewannya, apakah unta atau kambing, maka transaksi semacam itu 

menjadi tidak sah karena ketidakjelasan jenis barang yang 

diperjualbelikan. 

c. Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter objek transaksi 

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli fikih mengenai 

apakah sifat-sifat objek transaksi harus disebutkan atau tidak agar 

transaksi dianggap sah. Mazhab Hanafi menyatakan bahwa tidak perlu 

mengetahui sifat dan karakter objek transaksi jika objek tersebut dapat 

dilihat secara langsung dalam transaksi, baik dalam bentuk komoditas 
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atau barang. Berbeda dengan Mazhab Syafi‟i yang memberikan 

informasi lebih lanjut tentang prasyarat jenis dan sifat objek transaksi. 

Mazhab ini berpendapat bahwa untuk mengurangi kemungkinan 

terjadinya penipuan, transaksi pesanan harus jelas sifat dan karakter 

barangnya serta penerapan hak khiyar. 

d. Ketidakjelasan dalam waktu 

Ketidakjelasan mengenai waktu dalam transaksi hampir tidak 

menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih. Apabila 

transaksi dilakukan dengan penundaan pembayaran, namun waktu 

pembayaran telah ditentukan dengan jelas, maka transaksi tersebut 

dianggap sah dan dapat dilaksanakan. Sebaliknya, transaksi yang tidak 

memiliki kejelasan waktu pembayaran dianggap bermasalah, karena 

ketidakpastian tersebut dapat merugikan salah satu pihak yang terlibat. 

e. Objek transaksi tidak dapat diserahkan  

Para ulama fikih sepakat bahwa kemampuan menyerahkan objek 

transaksi merupakan syarat mutlak bagi keabsahan suatu akad. Apabila 

objek transaksi tersebut tidak dapat diserahkan, maka akad tersebut 

dianggap batal secara otomatis. para ahli fikih sepakat bahwa 

kemampuan menyerahkan objek transaksi merupakan syarat mutlak 

bagi keabsahan suatu akad. Apabila objek transaksi tersebut tidak dapat 

diserahkan, maka akad tersebut dianggap batal, misalnya jual beli ikan 

yang masih berada di dalam air, di mana jumlah dan sifat barangnya 

tidak diketahui secara pasti. 
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f. Objek transaksi yang spekulatif keberadaanya 

Bentuk lain dari gharar yang dapat mempengaruhi keabsahan 

suatu transaksi adalah ketidaktersediaan objek transaksi, yaitu objek 

yang tidak ada pada saat transaksi dilakukan. Selain itu, ketidakpastian 

mengenai keberadaan objek di waktu mendatang juga dapat bersifat  

spekulatif, di mana objek tersebut bisa jadi ada dan bisa jadi tidak ada.  

Beberapa ulama fiqih telah meriwayatkan bahwa terdapat 

kesepakatan mengenai ketidakabsahan transaksi yang melibatkan objek 

yang keberadaannya masih bersifat spekulatif, di mana transaksi 

semacam itu tidak diperbolehkan untuk dilakukan. 

4. Macam-Macam Gharar 

Ulama fikih membagi gharar ke dalam tiga hukum (Ridwan 

2021:87): 

1. Gharar Fahisy (ketidakpastian yang berlebihan) merupakn gharar 

yang besar yang dapat membuat akad menjadi batal, hal ini terjadi 

karena dua alasan: pertama barang yang dijual dan dibeli tidak ada, 

kedua barang yang perjualbelikan ada namun tidak sesuai dengan yang 

dijanjikan. Adapun bentuk transaksi jual-beli yang mengandung gharar 

yang terlarang antara lain: 

a. Barang yang tidak bisa diserahkan merujuk pada objek transaksi 

yang penjualnya tidak mampu memberikan kepada pembeli pada 

waktu akad, baik barang itu sudah ada atau masih belum ada. 

Misalnya menjual anak kambing yang masih berada di kandungan 
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induknya di mana baik penjual maupun pembeli tidak memiliki 

kepastian mengenai kelahiran dan kondisi anak kambing tersebut. 

b. Barang yang dijual tidak jelas jenis atau sifatnya, seperti penjual 

yang mengatakan, “Saya jual sepeda yang ada di rumah saya” tanpa 

menjelaskan secara jelas ciri-ciri sepeda tersebut, atau seperti 

menjual buah-buahan yang masih berada di pohon dan belum layak 

untuk dikonsumsi. 

c. Tidak ada kepastian tentang jumlah yang harus dibayar, misalnya 

ketika seseorang berkata, “Saya menjual beras kepada anda dengan 

harga hari ini.” Padahal, ada berbagai jenis beras dan harganya pun 

berbeda-beda. 

d. Jual beli al-hashah adalah jenis jual beli dimana barang yang akan 

dibeli ditentukan dengan cara melempar batu kecil, atau kerikil. 

Pada kenyataannya, pembeli dan penjual sepakat bahwa pembeli 

harus membeli barang yang terkena lemparan batu setelah transaksi 

selesai, tanpa ada pemikiran lebih lanjut atau pilihan (khiyar). 

2. Gharar Yasir (ketidakjelasan yang minimum) merupakan gharar yang 

lebih ringan tidak membatalkan akad dan disepakati oleh para ulama 

sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Ibnu Qayyim menambahkan tidak 

semua gharar menjadi penyebab keharaman, gharar tidak selalu 

menghilangkan keabsahan akad jual beli jika ketidakpastian tersebut 

dapat diabaikan atau tidak mungkin dipisahkan dari transaksi. Seperti 

gharar yang terdapat pada pondasi rumah, perut hewan yang sedang 
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hamil, atau buah yang tampak baik hanya sebagian, tidak mungkin 

dapat dipisahkan dari objek transaksi tersebut. 

Hal ini menunjukkan bahwa gharar ringan dapat diterima, 

sedangkan gharar yang lebih besar tetap tidak diperbolehkan kecuali 

dalam keadaan yang sangat sulit dihindari. Oleh karena itu, Imam An-

Nawawi menjelaskan bahwa jika gharar harus dihilangkan namun sulit 

untuk sepenuhnya dihindari, atau jika tingkat ghararnya ringan, maka 

jual beli yang mengandung gharar masih diperbolehkan. 

3. Gharar yang diperselisihkan, para ulama berbeda pendapat mengenai 

apakah jual beli ini termasuk dalam kategori pertama atau kedua, tetapi 

mereka semua sepakat bahwa gharar ada di dalamnya. Seperti menjual 

barang yang masih tertanam di dalam tanah, seperti wortel, kacang 

tanah, bawang, dan sejenisnya. Perbedaan ini disebabkan oleh sebagian 

ulama, termasuk Imam Malik yang menerima gharar karena mereka 

meyakini bahwa gharar itu kecil atau tidak dapat dihilangkan karena 

kebutuhan untuk menjual. Ulama lain, seperti Abu Hanifah dan Imam 

Syafi‟i melarangnya karena mereka percaya bahwa gharar itu besar 

dan memungkinkan untuk dilepas darinya shingga mengharamkannya.
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BAB III 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah Singakat Desa Koto Petai 

Desa Koto Petai merupakan salah satu desa tertua yang berada di wilayah 

Tanah Cogok (Tanco). Sejak beberapa abad silam  kawasan ini dikenal sebagai 

daerah perladangan dan persawahan, sementara sebagian lainnya berupa 

semak belukar. Desa tersebut terletak di tepi danau yang memiliki bentangan 

pantai yang luas, dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai 

nelayan, petani sawah, dan peladang. 

 Selain itu, Desa Koto Petai dikenal sebagai daerah yang religius, di 

mana masyarakatnya menjunjung tinggi falsafah “adat bersendi syara‟, syara‟ 

bersendi Kitabullah,” yang bermakna adat istiadat berlandaskan syariat, 

sementara syariat berpedomankan Kitabullah. Untuk memperoleh gambaran 

lokasi yang lebih rinci, perlu dijelaskan mengenai keberadaan empat dusun 

yang pernah ada di wilayah Desa Koto Petai. 

a. Dusun Koto Tuo 

Dusun Koto Tuo dikenal sebagai dusun pertama yang ada di Desa 

Koto Petai, terletak sekitar 100 meter ke arah utara dari desa tersebut. 

Dusun ini menjadi cikal bakal perkembangan dusun-dusun lainnya, 

seperti Pantai Indah dan Koto Beringin. Awalnya, Koto Tuo hanya 

memiliki satu atau dua rumah panjang yang disebut “larek,” yang 

digunakan sebagai tempat tinggal. Namun, dengan potensi dan lokasi 

yang sangat strategis, jumlah penduduk yang menetap di dusun ini 
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semakin meningkat. Pada masa penjajahan Jepang, didirikanlah sebuah 

Sekolah Rakyat (SR) di dusun ini, dan warga sekitar pun berbondong-

bondong untuk bersekolah di sana. Sekitar tahun 60-an, sekolah ini 

berganti nama menjadi SD dan masih aktif hingga sekarang. 

b. Dusun Koto Beringin 

Masyarakat Dusun Koto Beringin selain mengelola ladang dan 

menjadi nelayan, juga membuka lahan persawahan di tanah rawa yang 

masih asri dan penuh semak. Tanah rawa ini belum banyak tergarap, dan 

siapa yang paling rajin membersihkan belukar, maka dia yang akan 

memiliki tanah sawah paling luas. Hal ini mendorong mereka untuk 

berlomba-lomba membuka lahan, bahkan mendirikan pondok-pondok di 

sekitar lokasi agar lebih dekat dengan tempat kerja, dan banyak pula yang 

menginap di sana.  

Dahulu di dusun ini terdapat pohon beringin besar yang dianggap 

angker oleh masyarakat sekitar, dan sering terlihat penampakan yang 

membuat warga enggan lewat atau tinggal di dekat pohon tersebut. 

Seiring berjalannya waktu, karena semakin sempitnya tempat untuk 

mendirikan rumah, masyarakat Dusun Koto Tuo berinisiatif membuka 

lahan baru di sekitar lokasi tersebut. Setelah Dusun Koto Tuo 

berkembang, muncullah Dusun Koto Beringin di sebelah utara, yang 

sebagian besar penduduknya berasal dari Dusun Koto Tuo. Lahan rawa 

yang digarap ini memiliki bentuk seperti setengah lingkaran dengan tanah 
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yang lebih tinggi di tengahnya, yang ditumbuhi hutan atau belukar, 

sebagian besar terdiri dari rumpun petai dengan duri tajam. 

c. Pantai Indah 

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Dusun Koto 

Tuo, pada awal tahun 70-an, banyak masyarakat yang mulai membangun 

rumah di lokasi baru, yaitu di sebelah selatan menuju Danau Kerinci. 

Akibatnya, terbentuklah sebuah dusun yang dinamakan Pantai Indah. 

Dusun ini terletak di dataran rendah di tepi Danau Kerinci, dan diberi 

nama Pantai Indah karena posisinya yang berada di pinggir pantai danau 

tersebut. 

d. Tanjung Harapan 

Karena Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan 

keterbatasan lahan untuk membangun membuat masyarakat pindah ke 

ujung desa, mencari area yang lebih luas, sehingga desa semakin 

bertambah besar dan berkembang. 

Pemerintahan Desa Koto Petai awalnya menggunakan sistem 

kepemimpinan Depati, yang bertahan cukup lama seiring perkembangan 

budaya dan zaman. Selanjutnya, kepemimpinan dipegang oleh seorang 

Kepala Dusun yang merangkap sebagai Depati. Setelah diberlakukannya 

peraturan pemerintah, desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa hingga 

kini. Berikut adalah daftar nama-nama yang pernah memimpin Desa Koto 

Petai: 
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1. Mukhtar (Depati) 

2. Badu Muti (Depati) 

3. By. Arsyad (Depati) 

4. By. Syaripuddin (Depati) 

5. Nurdin (Kepala Desa) 

6. Darussalam (Kepala Desa) 

7. Adana (Kepala Desa) 

8. Jalalin (Kepada Desa) 

9. Drs. Fauzi (Pjs. Kepada Desa) 

10. Jalaludin (Pjs. Kepada Desa) 

11. Mat Fadel (Kepala Desa) 

12. Kasim, SE. (Pjs. Kepada Desa) 

13. Khairon, S.Pd (Pjs. Kepada Desa) 

14. Sofwan, S.Pd (Pjs. Kepada Desa) 

15. Kasim, SE (Kepala Desa) 

16. Irawan Marzuki S.P., M.M (Pjs. Kepala Desa) 

B. Profil Desa Koto Petai 

a. Nama Desa  : Koto Petai 

b. Kode Pos  : 37171 

c. Kecamatan  : Tanah Cogok 

d. Kabupaten  : Kerinci 

e. Provinsi : Jambi 

f. Letak Geografis 
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Secara geografis Desa Koto Petai teletak di sebelah Barat lbu Kota 

Kecamatan Danau Kerinci yaitu Sanggaran Agung, dan sebelah Selatan dari 

Ibu Kota Kabupaten dengan luas wilayah 78.000 Ha/± 130 KM2 

KOORDINAT : S 02011”193‟ : E 101047” 590‟.  

Yang terdiri dari: 

Perumahan Penduduk  ± 8000 Ha/M2. 

Tanah Perladangan ± 50.000 Ha/m2. 

Tanah Persawahan ± 20.000 Ha/M2. 

 

Dengan batas Wilayah: 

Sebelah Timur dengan Dusun Tj Tanah Kec. Danau Kerinci 

Sebelah Utara dengan Dusun Koto Salak , Kec. Tanah Cogok 

Sebelah Selatan dengan Danau Kerinci 

Sebelah Barat dengan Dusun Koto Petai 

 

Desa Koto Petai adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan 

Tanah Cogok, berada pada ketinggian sekitar ±1500 meter di atas permukaan 

laut dengan curah hujan rata-rata tahunan mencapai 1.150 mm. Desa ini 

memiliki lokasi yang strategis karena berbatasan dengan danau, area 

persawahan, dan ladang. Kondisi geografis tersebut menjadikan mayoritas 

penduduk masyarakat desa koto petai mayoritas bekerja sebagai nelayan, 

petani, dan peladang untuk memenuhi kebutuhan hidup jumlah penduduk dan 

mata pencarian 
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Tabel 1. Rincian Jumlah Penduduk 

Laki Laki  Perempuan Jumlah Total 

550 639 1.189 

 

Tabel 2. Rincian Jumlah Penduduk Tiap-Tiap RT 

NO RT Jumlah Penduduk (Jiwa) 

1 RT 01 252 

2 RT 02 306 

3 RT 03 277 

4 RT 04 354 

Jumlah 1.189 

 

Masyarakat Desa Koto Petai pada umumnya bekerja sebagai 

nelayan, petani, dan buruh, yang menjadi sumber penghasilan utama bagi 

sebagian besar penduduk. Namun, selain profesi tersebut, terdapat pula 

sejumlah warga yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) serta 

tenaga honorer. 

g. Prasarana dan Aset Desa 

Tabel 1. Prasarana Desa Koto Petai 

Jenis Prasarana Kondisi 

Jalan Kabupaten Bagus 

Jalan Desa Sedang 

Bangunan SD Bagus 

Bangunan SMP Bagus 

Bangunan MI Kurang Lokal 

Bangunan MAS Bagus 

Kantor Kepala Desa/Paud Bagus 

Masjid Bagus 
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Musholla Bagus 

Gedung Bagus 

 

Tabel 2. Aset Desa Koto Petai 

Tanah Perkarangan Masjid Dimanfaatkan 

Tanah Lokasi Perkatoran Dimanfaatkan 

Tanah Lokasi Tpu Dimanfaatkan 

Tanah Kosong Kosong 

Tanah Lapangan Bola Dimanfaatkan 

 

h. Agama dan Adat Istiadat 

1. Agama 

Mayoritas penduduk Desa Koto Petai memeluk agama Islam, 

dalam kehidupan sehari-hari kesadaran untuk melaksanakan ibadah 

serta menjalankan ajaran agama berkembang dengan sangat baik. 

Hal ini mencerminkan kuatnya nilai-nilai keagamaan yang menjadi 

bagian penting dari budaya dan kehidupan sosial masyarakat di Desa 

Koto Petai. 

2. Adat Istiadat 

Desa Koto Petai termasuk salah satu desa yang telah berdiri 

sejak lama. Desa ini dikenal sebagai lingkungan yang religius serta 

memegang teguh falsafah “Adat Bersendi Syara”, Syara‟ “Bersendi 

Kitabullah,” yang bermakna syariat menetapkan aturan dan adat 

istiadat dijalankan berdasarkan syariat. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan Praktik Titip Uang Di Muka Dalam  Jual Beli Ikan Di Desa 

Koto Petai 

Mayoritas penduduk Desa Koto Petai berprofesi sebagai nelayan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, letak geografis desa yang dekat 

dengan perairan menjadikan nelayan sebagai mata pencaharian utama 

mereka. Dalam menjalankan pekerjaannya mereka menggunakan perahu, jala, 

dan alat tangkap lainnya untuk menangkap ikan. Hasil tangkapan tersebut 

kemudian dijual kepada pembeli atau saudagar ikan yang sudah menunggu di 

tepi perairan. 

Berdasarkan penelitian yang ditemukan oleh peneliti, terdapat satu 

praktik yang terjadi di kalangan masyarakat yaitu titip uang di muka terhadap 

barang yang belum jelas dalam akad nya, yang dilakukan oleh masyarakat di 

Desa Koto petai khusus nya antara nelayan dan pembeli.  

Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Delta sebagai 

nelayan, dijelaskan bahwa: 

“Praktik titip uang di muka dalam jual beli ikan kepada nelayan 

sebelum melaut di lakukan oleh pembeli, pembeli biasanya memberikan 

sejumlah uang keapda nelayan sesuai dengan pesanan mereka agar 

kami sebagai nelayan dapat menyisihkan ikannya untuk mereka setelah 

kami pulang dari mealut nanti” (Wawancara, Delta, 10 Februari 2025) 

 

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Delta, hal ini mencerminkan 

hubungan yang erat antara pembeli dan nelayan dalam menjalankan aktivitas 

ekonomi mereka, dalam Praktik memberikan uang di muka merupakan 



47 
 

 

bentuk kepercayaan pembeli kepada nelayan untuk memperoleh ikan sesuai 

pesanan. Hal ini sebagaimana dijelaskan Ibu Parida sebagai pembeli: 

“Saya biasanya memesan ikan kepada nelayan yang sudah saya kenal, 

jadi saya menitip uang muka dulu kepada nelayan tersebut sebelum 

mereka pergi melaut. Biasanya saya memesan jenis ikan danau yang 

sering mereka tangkap dengan menggunakan jala, dengan harapan agar 

mereka dapat menyisihkan ikan nya sebelum dijual kepada saudagar.” 

(Wawancara, Parida, 10 Februari 2025) 

 

Hal ini menunjukkan bahwa pembeli memiliki tingkat kepercayaan 

yang tinggi kepada nelayan untuk memastikan bahwa mereka akan 

mendapatkan ikan yang telah dipesan setelah nelayan selesai melaut. Hal ini 

sebagaimana di jelaskan Bpk Mukhlis sebagai nelayan: 

“Sebelum melaut, pembeli biasanya menitipkan uang kepada saya 

sebagai bentuk kepercayaan. Dengan adanya titipan uang di muka dari 

pembeli saya merasa sedikit terbantu untuk mengisi bahan bakar 

minyak sebelum melaut.” (Wawancara, Mukhlis, 13 Februari 2025) 

 

Praktik titipan uang di muka dari pembeli memberikan dukungan 

finansial kepada nelayan. Dengan adanya uang tersebut nelayan merasa lebih 

siap untuk memenuhi kebutuhan operasional, seperti mengisi bahan bakar 

perahu sebelum melaut. Uang yang dititipkan tidak hanya berfungsi sebagai 

jaminan bagi nelayan dalam memenuhi pesanan, tetapi juga sebagai bantuan 

praktis yang memungkinkan nelayan melakukan persiapan yang diperlukan 

sebelum berangkat melaut. Hal ini juga dijelaskan Bpk Siarman sebagai 

nelayan: 

“Dengan adanya uang muka dari pembeli membuat saya merasa lebih 

tenang ketika saya berangkat melaut, karena saya tidak perlu khawatir 

lagi jika ikan saya dapatkan tidak habis disebabkan ada pembeli yang 
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sudah menunggu hasil tangkapan saya.” (Wawancara, Siarman, 13 

Februari 2025) 

 

 Hal ini juga sebagaimana dijelaskan dengan Bpk Yusuf: 

 

“Pembeli menitipkan uang terlebih dahulu sebagai jaminan agar mereka 

bisa mendapatkan ikan setelah saya pulang melaut. Biasanya  mereka 

meminta jenis ikan tertentu, tapi saya tidak bisa memastikan ukuran 

ikan yang saya dapatkan nanti. Saya juga tidak tahu apakah ikan yang 

saya antar sesuai dengan pesanan mereka, karena setelah melaut saya 

langsung mengantarkan pesanan (Wawancara, Yusuf, 13 Februari 2025) 

 

Namun beberapa nelayan juga mengelami beberapa resiko dalam 

menangkap ikan, sebagaimana wawancara peneliti dengan Bpk Delta sebagai 

nelayan: 

“Uang yang dititipkan oleh pembeli cukup banyak untuk memesan jenis 

ikan yang sering saya tangkap menggunakan jala, terkadang mereka 

memesan ikan sampai 5-6 kg. Saya sebagai nelayan selalu berusaha 

untuk bisa memenuhi pesanan mereka, tetapi saya tidak bisa 

memastikan jumlah dan kualitas ikan yang saya dapatkan nanti 

disebabkan cuaca yang tidak menentu sangat mempengaruhi hasil 

tangkapan, jika hasil tangkapan saya tidak sesuai dengan keinginan 

pembeli maka saya akan mengembalikan uang dari pembeli.” 

(Wawancara, Delta, 15 Februari 2025) 

 

Dari penjelasan diatas nelayan berusaha memenuhi pesanan dari 

pembeli, yang menunjukkan komitmen dan tanggung jawabnya terhadap 

pelanggan. Meskipun nelayan berupaya keras untuk memenuhi permintaan 

tersebut, nelayan menyadari bahwa ada faktor-faktor di luar kendalinya yang 

dapat memengaruhi hasil tangkapan. Nelayan tidak dapat memastikan jumlah 

dan kualitas ikan yang akan didapatkan, karena hasil tangkapan sangat 

dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan faktor alam lainnya. Sebagaimana hasil 

wawancara peneliti dengan Ibu Rapiah sebagai pembeli: 
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“Saya memberikan uang muka kepada nelayan karena memesan ikan 

dalam jumlah banyak untuk kebutuhan mendesak. Biasanya saya 

memesan jenis ikan danau yang sering mereka tangkap menggunakan 

pukak (jaring besar dan panjang). Namun terkadang ikan yang diterima 

tidak sesuai harapan, terutama dalam hal kualitas yang kurang baik. 

Ketika ikan nya datang saya tidak dapat memilih kualitas ikan nya, 

disebabkan ikan nya sudah diantar kerumah.” (Wawancara, Rapiah, 15  

Februari 2025) 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, menggambarkan adanya ketidakpuasan 

pembeli dalam transaksi jual beli, di mana pembeli menerima ikan dengan 

kualitas yang kurang baik dan tidak diberikan kesempatan untuk memilih 

ikan yang akan diterima, sehingga pembeli merasakan dirugikan dalam 

transaksi ini. Hal ini juga sebagaimana wawancara peneliti dengan Ibu 

Nurlaila sebagai pembeli: 

“Saya memesan ikan kepada nelayan dengan menitipkan uang di awal 

untuk keperluan acara seperti acara pengajian bulan ramadhan dan saya 

memesan dengan jumlah yang banyak sekitar 4-5 kg. Namun saat ikan 

nya datang ada beberapa ukuran ikan yang tidak sesuai pesan diawal. 

Saya ingin menukarnya kepada nelayan tetapi tidak bisa karena stok 

ikanya sudah habis terjual” (Wawancara, Laila, 20 Februari 2025) 

 

Dari penjelasan pembeli menunjukan ada nya ketidak jelasan dalam hak 

pembeli, karena tidak ada jaminan bahwa mereka akan menerima ikan sesuai 

yang diharapkan. Untuk itu dalam jual beli harus ada kejelasan terhadap 

barang yang diperjual belikan dan kesepakatan yang jelas, sehingga tidak ada 

pihak berada di posisi yang lemah.  

Sebagimana wawancara peneliti dengan Bpk Agus Salim yang menolak 

Titip uang dimuka sebagai nelayan dijelakan: 

“Saya tidak ingin menerima uang di muka dari pembeli sebelum saya 

melaut, karena saya tidak bisa memastikan ukuran dan kualitas ikan 
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yang akan saya dapatkan nanti. Jika ada pembeli yang ingin memesan 

saya akan mengantarkan pesanan mereka setelah hasil tangkapan 

tersedia.” (Wawancara, Salim, 22 Februari 2025) 

 

Dengan adanya sistem ini transaksi dapat berjalan lebih transparan dan 

adil, karena pembeli hanya melakukan pembayaran setelah ikan tersedia. Hal 

ini dapat mengurangi ketidakpastian serta risiko bagi pembeli apabila ikan 

yang diperoleh tidak sesuai dengan ukuran dan kualitas yang diharapkan. Hal 

ini juga sebagaimana di jelaskan oleh Ibu Nurjanah sebagai pembeli: 

“Sebagai pemilik rumah makan, saya memesan ikan dari nelayan lokal 

di sini untuk membantu perekonomian mereka. Saya membayar ikan 

nya setelah mereka pulang melaut karena sebagian nelayan tidak mau 

menerima uang muka terlebih dahulu, disebabkan mereka tidak dapat 

menjaminkan hasil tangkapan mereka nanti. Jika hasil tangkapan 

mereka sudah di peroleh maka mereka akan mengatarnya ke rumah.” 

(Wawancara, Nurjanah, 22 Februari 2025) 

 

Sebagimana juga wawancara peneliti dengan tokoh adat Bapak Firdaus 

dijelaskan: 

“Praktik titip uang di muka dalam jual beli ikan yanga dilakukan oleh 

masyarakat kepada nelayan sebelum melaut sah-sah saja, selama tidak 

merugikan salah satu pihak. Menurut saya beberapa nelayan di desa ini 

telah melakukan transaksi jual beli dengan baik, jika ada masyarakat 

yang merasa dirugikan dalam transaksi ini, sebaiknya kesepakatan 

dibuat lebih awal saat pemesanan ikan. Hal ini penting untuk mencegah 

jika nantinya terdapat kualitas ikan tidak sesuai harapan pembeli, 

sehingga dapat menghindari terjadinya perselisihan kedua belah pihak 

dan juga sebagian masyarakat kita masih awam dalam masalah 

transaksi seperti ini” (Wawancara, Firdaus, 25 Februari 2025). 

 

Hal ini menunjukan, kesepakatan awal antara pembeli dan nelayan 

sangat penting untuk mencegah adanya potensi kerugian atau perselisihan. 

Dengan adanya kesepakatan yang jelas di awal pemesanan kedua belah pihak 
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dapat terhindar dari ketidakpuasan, terutama terkait kualitas ikan yang 

mungkin tidak sesuai dengan harapan pembeli. Kesepakatan ini bertujuan 

untuk menciptakan transaksi yang adil dan transparan, sehingga tidak ada 

pihak yang merasa dirugikan. Hal ini juga sebagaimana dijelaskan oleh tokoh 

agama Bpk Arsyad: 

“Jual beli yang sesuai dengan syariat islam adalah transaksi yang 

memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ditentukan. Jika transaksi 

tersebut mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak, maka hal itu 

tidak diperbolehkan dalam islam. Dalam transaksi jual beli  apabila 

terdapat cacat pada barang, islam mengenal istilah khiyar yaitu hak 

untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi, agar transaksi tersebut  

dapat berlangsung dengan baik dan tidak merugikan salah satu pihak”.  

(Wawancara, Arsyad, 26 Februari 2025) 

 

Dalam islam memenuhi rukun dan syarat jual beli sangat penting agar 

transaksi berlangsung dengan baik dan terhindar dari unsur gharar. Jika 

terdapat cacat pada barang yang diperjualbelikan, pembeli dan nelayan 

berhak menggunakan hak khiyar untuk menentukan apakah akan melanjutkan 

atau membatalkan transaksi. Dengan demikian, jual beli dapat berlangsung 

secara adil dan transparan serta mencegah perselisihan yang dapat merugikan 

salah satu pihak. 

B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Praktik 

Titip Uang Di Muka Dalam Jual Beli Ikan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para nelayan diatas para nelayan 

di Desa Koto Petai telah melaksankan jual beli yang sesuai dengan islam, 

namua ada beberapa sebagian dari mereka yang masih awam terhadap praktik 

ini dan juga terhadap hak-hak pembeli. Sebagaimana hasil peneliti ditemukan 
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adalah ketika pembeli ingin mengembalikan ikan karena kualitasnya kurang 

baik atau ukurannya tidak sesuai dengan pesanan, nelayan cenderung 

menolak untuk memberikan ganti rugi. Mereka beranggapan bahwa mereka 

telah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi pesanan pembeli. 

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk memiliki dan 

memberi kepemilikan. dan memberi kepemilikan. Atau dengan kata lain, jual 

beli adalah pemindahan milik dengan adanya timbal balik sesuai dengan cara 

yang telah disyariatkan, yaitu interaksi yang terjadi antara individu yang satu 

dengan individu yang lain (Syaikhu, Ariyadi 2020:44).  

Dalam jual beli terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus di 

penuhi, antara lain: 

a. Rukun Jual Beli 

Mayoritas ulama menetapkan bahwa terdapat empat rukun dalam 

transaksi jual beli antara lain (Affandi 2009:53): 

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)  

2. Ada barang yang di perjual belikan 

3. Nilai tukar pengganti barang 

4. Shighat (lafal ĳab dan qabul) 

Setiap akad jual beli harus dilaksanakan dengan memenuhi 

ketentuan rukun-rukun yang telah ditetapkan. Jika salah satu rukun tidak 

terpenuhi, maka transaksi tersebut tidak memiliki keabsahan sebagai 

akad jual beli (Syaikhu, Ariyadi 2020:52). 
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b. Syarat Syarat Jual Beli 

1. Syarat orang yang berakad (Penjual dan Pembeli) 

Dalam transaksi jual beli melibatkan penjual dan pembeli yang 

bertindak sebagai pihak yang melakukan akad (aqid). Berikut adalah 

syarat-syarat bagi kedua pihak dalam pelaksanaan akad (ijab qabul) 

pada transaksi jual beli: 

a. Berakal, dalam hal ini merujuk pada seseorang yang keadaan tidak 

gila, sehat rohaninya dan mampu memilih apa yang terbaik untuk 

dirinya (Robbani 2023). 

b. Dewasa atau baligh, Seseorang yang telah mencapai usia lima 

belas tahun atau yang telah mengalami mimpi basah (untuk pria) 

dan menstruasi (untuk wanita). Meskipun demikian beberapa 

ulama berpendapat bahwa anak-anak di bawah usia lima belas 

tahun yang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang 

salah serta belum mengalami mimpi atau menstruasi masih 

diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli, terutama untuk 

barang-barang yang kecil dan tidak mahal (Syaikhu, Ariyadi 

2020:130). 

c. Dengan kehendak sendiri, artinya dalam transaksi jual beli tidak 

boleh ada paksaan dari pihak manapun terhadap pihak lain. Oleh 

karena itu, jumhur ulama berpendapat bahwa akad jual beli tidak 

sah apabila dilakukan dalam keadaan paksaan, baik paksaan secara 

fisik maupun mental (Qomarun Huda 2014:58). 



54 
 

 

d. Para pihak yang melakukan perjanjian jual beli tidak boros 

(mubadzir), yang berarti tidak ada pihak yang mubazir. Sebab, 

orang yang boros menurut hukum dianggap sebagai orang yang 

tidak cakap dalam bertindak (Syaikhu, Ariyadi 2020:53). 

2. Syarat sah objek yang diperjual belikan 

Dalam transaksi jual beli harus ada ma‟qud alaih, yaitu barang 

yang diperjualbelikan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi 

terhadap barang yang diperjualbelikan antara lain:  

a. Barang yang menjadi objek transaksi harus dalam keadaan suci, 

yang berarti tidak termasuk dalam kategori benda najis atau haram 

(Syaikhu dan Ariyadi 2020:54). 

b. Menurut syara‟ dilarang melakukan jual beli terhadap barang-

barang yang tidak diperbolehkan untuk diambil manfaatnya, 

seperti khamar, babi, bangkai, arak, dan sejenisnya (Khaerudin 

dan Siregar 2019). 

c. Barang yang diperjual belikan harus memiliki kejelasan yang 

dapat diketahui oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. 

Kejelasan ini mencakup berbagai aspek, seperti bentuk fisik, 

ukuran, timbangan, berat, dan harga barang tersebut. Selain itu 

jika terdapat cacat atau kekurangan pada barang, penjual wajib 

untuk menginformasikannya kepada pembeli agar tidak terjadi 

kerugian atau ketidakpuasan pihak pembeli (Choiriyah 2009:21). 
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d. Barang yang diperjualbelikan haruslah merupakan milik pribadi. 

menjual barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya atau 

barang yang belum sepenuhnya menjadi hak miliknya dianggap 

tidak sah  (Khaerudin dan Siregar 2019:128). 

e. Penjual harus mampu menyerahkan barang, baik sebagai pemilik 

maupun kuasa, sesuai bentuk dan jumlah yang telah disepakati 

pada saat penyerahan kepada pembeli (Syaikhu, Ariyadi 2020:54). 

3. Syarat nilai tukar/harga barang  

Untuk memastikan bahwa transaksi jual beli dilakukan secara 

sah dan adil bagi kedua belah pihak, nilai tukar merujuk pada 

kesepakatan mengenai nilai barang yang diperjualbelikan, yang 

biasanya berbentuk uang (Ummah 2019:97). 

a. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas 

jumlahnya. 

b. Pembayaran dapat dilakukan pada saat akad, meskipun secara 

hukum menggunakan instrumen seperti cek atau kartu kredit. 

Apabila pembayaran dilakukan secara berutang, maka waktu 

pelunasannya harus ditentukan secara jelas. 

c. Jika jual beli dilakukan dengan cara saling mempertukarkan 

barang (al-muqayyadah), maka barang yang dijadikan sebagai 

nilai tukar tidak boleh berupa barang yang diharamkan oleh 

syariat, seperti babi atau khamar. 

4. Syarat Shighat (lafal ĳab dan qabul) 
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Para ulama fiqh sepakat  bahwa keridhaan kedua belah pihak 

merupakan komponen penting dari transaksi jual beli. Dalam 

perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, seperti pernikahan, 

sewa-menyewa, atau jual-beli, sighat harus dinyatakan dengan jelas 

a. Kabul harus sesuai dengan ijab (Ummah 2019:95).  

b. Ijab dan kabul harus adanya kesepakatan antara penjual dan 

pembeli yang saling merelakan mengenai barang yang 

diperjualbelikan, serta harga yang telah ditetapkan (Khaerudin dan 

Siregar 2019:129).  

c. ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, maka pembeli dan 

penjual sama-sama berada dalam satu majelis. Meskipun mereka 

tidak selalu berada di tempat yang sama, keduanya tetap berbicara 

tentang barang yang sama (Affandi 2009:55). 

Berdasakan hasil wawancara dari pembeli dan nelayan diatas 

terhadap praktik titip uang di muka dalam jual beli ikan, yang mana barang 

yang di perjual belikan tidak di jelas kan secara rinci oleh pihak 

penjual/nelayan, sehingga dalam praktik ini menimbulka ketidak jelasan 

(gharar) karena pembeli memberikan uang sebelum ikan tersedia tanpa 

mengatahui kualitas dan ukuran yang akan diterima dari pihak penjual. 

dalam rukun dan syarat jual beli barang yang di perjual belikan harus 

dijelaskan secara jelas kepada pihak pembeli agar transaksi dapat berjalan 

secara transparan agar terhidar dari sifat gharar. Dalam akad jual beli yang 

sah menurut syariah objek transaksi harus jelas. Ketika unsur-unsur 
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tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dapat mengandung risiko 

merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan 

dalam muamalah. 

1. Pengertian gharar 

Gharar dalam bahasa arab diartikan sebagai al-khathr 

(pertaruhan), al-jahalah (ketidakpastian), al-mukhatharah 

(pertaruhan), dan majhul al-‘aqibah (hasil akhir yang tidak pasti). 

Istilah gharar merujuk pada suatu kondisi dalam transaksi yang 

mengandung unsur ketidakpastian, keraguan, atau informasi yang 

tidak lengkap, yang bisa berujung pada kerugian bagi salah satu pihak 

(Hosen 2009:54). Adapun secara trimonologis para ulama 

mendefinisikan gaharar antaralain (Rahmawati., dkk.  2023): 

a. Imam as-Sarakhsi dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa gharar 

adalah sesuatu yang akibatnya tidak dapat diketahui dengan jelas.  

b. Imam al-Qarafi dari mazhab Maliki mengungkapkan bahwa 

gharar merupakan kondisi di mana suatu hal belum pasti bisa 

diperoleh atau tidak.   

c. Imam Shirazi dari mazhab Syafi‟i menjelaskan bahwa gharar 

adalah sesuatu yang belum jelas urusannya dan tidak diketahui 

akibat yang mungkin ditimbulkannya.   

d. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, gharar adalah keadaan di 

mana objek akad tidak dapat diserahkan kepada pihak lain, baik 



58 
 

 

objek tersebut ada maupun tidak, sebagaimana contoh jual beli 

sapi yang sedang lepas (Kinanty dan Salsabila 2023:99). 

Gharar didefinisikan jual beli yang mengandung unsur 

ketidakjujuran atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu 

pihak, karena barang yang diperjualbelikan tidak dapat diserah 

terimakan atau tidak dapat dipastikan keberadaannya, jumlahnya, atau 

ukurannya (Syazali 2021:86).  

2. Dasar hukum gharar  

Al-Quran: 

 ٍْ ٌَ تجَِبسَةً عَ ٌْ تكَُىْ ٰٓ اَ ٍُْكَُىْ ببِنْببَطِمِ الََِّ ا ايَْىَانكَُىْ بَ ٍَ اٰيَُىُْا لََ تأَكُْهىُْٰٓ ٌْ ٰٓبٌَُّهبَ انَّزِ تشََاضٍ ٌٰ

ب  ًً ٍْ ٌَ بكُِىْ سَحِ َ كَب ٌَّ اّللّٰ َْفسَُكُىْ ۗ اِ ا اَ ُْكُىْ ۗ وَلََ تقَْتهُىُْٰٓ   ٢ٕيِّ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 

harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali 

berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. 

Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu (An-Nisa‟/4:29). 

 

Hadis nabi tentang jual beli gharar: 

ٍْعِ انْغَشَسِ  ٍْ بَ ٍْ بٍَْعِ انْحَصَبةِ وَعَ ِّ وَسَهَّىَ عَ ٍْ ُ عَهَ ِ صَهَّى اللَّّ  َهَىَ سَسُىلُ اللَّّ

Artinya: “Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam melarang jual beli 

al-hashah dan jual beli gharar” 

 

Dari sabda Rasulullah di atas jelaslah bahwa Rasulullah 

melarang jual beli gharar, sehingga tidak memiliki alasan untuk 

melakukan perdagangan semacam ini. Besar mudharatnya jika sebagai 

umatnya melanggar larangan beliau karena hal ini dapat menimbulkan 

kebencian karena kecurangan anratara penjual dan pembeli. 

2. Bentuk gharar dalam objek transaksi jual beli 
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Adapun bentuk gharar dalam objek transanksi jual beli antara 

lain (Khaerudin dan Siregar 2019:106). 

a. Ketidakjelasan jenis objek transaksi 

Ketidakpastian mengenai jenis objek transaksi merupakan 

salah satu bentuk ketidakpastian yang memiliki dampak paling 

besar. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian yang berkaitan 

dengan wujud, jenis, dan sifat atau ciri-ciri barang  yang menjadi 

objek transaksi. Oleh karena itu, dalam setiap transaksi objek yang 

diperjualbelikan harus jelas dan diketahui agar tidak menimbulkan 

unsur gharar. 

b. Ketidakjelasan dalam macam objek transanksi  

Ketidakjelasan jenis objek transaksi dapat menyebabkan 

ketidakabsahan dalam jual beli, karena mengandung unsur gharar 

yang cukup besar. Misalnya jika seseorang berkata, “Saya jual 

hewan ini kepada Anda dengan harga tertentu,” tanpa menyebutkan 

jenis hewannya, apakah unta atau kambing, maka transaksi 

semacam itu menjadi tidak sah karena ketidakjelasan jenis barang 

yang diperjualbelikan. 

c. Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter objek transaksi 

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli fikih 

mengenai apakah sifat-sifat objek transaksi harus disebutkan atau 

tidak agar transaksi dianggap sah. Mazhab Hanafi menyatakan 

bahwa tidak perlu mengetahui sifat dan karakter objek transaksi 
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jika objek tersebut dapat dilihat secara langsung dalam transaksi, 

baik dalam bentuk komoditas atau barang. Berbeda dengan Mazhab 

Syafi‟i yang memberikan informasi lebih lanjut tentang prasyarat 

jenis dan sifat objek transaksi. Mazhab ini berpendapat bahwa 

untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan, transaksi 

pesanan harus jelas sifat dan karakter barangnya serta penerapan 

hak khiyar. 

d. Ketidakjelasan dalam waktu 

Ketidakjelasan mengenai waktu dalam transaksi hampir tidak 

menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih. Apabila 

transaksi dilakukan dengan penundaan pembayaran, namun waktu 

pembayaran telah ditentukan dengan jelas, maka transaksi tersebut 

dianggap sah dan dapat dilaksanakan. Sebaliknya, transaksi yang 

tidak memiliki kejelasan waktu pembayaran dianggap bermasalah, 

karena ketidakpastian tersebut dapat merugikan salah satu pihak 

yang terlibat. 

e. Objek transaksi tidak dapat diserahkan  

Para ulama fikih sepakat bahwa kemampuan menyerahkan 

objek transaksi merupakan syarat mutlak bagi keabsahan suatu 

akad. Apabila objek transaksi tersebut tidak dapat diserahkan, maka 

akad tersebut dianggap batal secara otomatis. para ahli fikih 

sepakat bahwa kemampuan menyerahkan objek transaksi 

merupakan syarat mutlak bagi keabsahan suatu akad. Apabila objek 
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transaksi tersebut tidak dapat diserahkan, maka akad tersebut 

dianggap batal, misalnya jual beli ikan yang masih berada di dalam 

air, di mana jumlah dan sifat barangnya tidak diketahui secara 

pasti. 

f. Objek transaksi yang spekulatif keberadaanya 

Bentuk lain dari gharar yang dapat mempengaruhi keabsahan 

suatu transaksi adalah ketidaktersediaan objek transaksi, yaitu 

objek yang tidak ada pada saat transaksi dilakukan. Selain itu, 

ketidakpastian mengenai keberadaan objek di waktu mendatang 

juga dapat bersifat  spekulatif, di mana objek tersebut bisa jadi ada 

dan bisa jadi tidak ada.  

Beberapa ulama fiqih telah meriwayatkan bahwa terdapat 

kesepakatan mengenai ketidakabsahan transaksi yang melibatkan 

objek yang keberadaannya masih bersifat spekulatif, di mana 

transaksi semacam itu tidak diperbolehkan untuk dilakukan. 

3. Macam-Macam Gharar 

Ulama fikih membagi gharar ke dalam tiga hukum (Ridwan 

2021:87): 

1. Gharar Fahisy (ketidakpastian yang berlebihan) merupakn gharar 

yang besar yang dapat membuat akad menjadi batal, hal ini terjadi 

karena dua alasan: pertama barang yang dijual dan dibeli tidak ada, 

kedua barang yang perjualbelikan ada namun tidak sesuai dengan yang 
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dijanjikan. Adapun bentuk transaksi jual-beli yang mengandung gharar 

yang terlarang antara lain: 

a. Barang yang tidak bisa diserahkan merujuk pada objek transaksi 

yang penjualnya tidak mampu memberikan kepada pembeli pada 

waktu akad, baik barang itu sudah ada atau masih belum ada. 

Misalnya menjual anak kambing yang masih berada di kandungan 

induknya di mana baik penjual maupun pembeli tidak memiliki 

kepastian mengenai kelahiran dan kondisi anak kambing tersebut. 

b. Barang yang dijual tidak jelas jenis atau sifatnya, seperti penjual 

yang mengatakan, “Saya jual sepeda yang ada di rumah saya” tanpa 

menjelaskan secara jelas ciri-ciri sepeda tersebut, atau seperti 

menjual buah-buahan yang masih berada di pohon dan belum layak 

untuk dikonsumsi. 

c. Tidak ada kepastian tentang jumlah yang harus dibayar, misalnya 

ketika seseorang berkata, “Saya menjual beras kepada anda dengan 

harga hari ini.” Padahal, ada berbagai jenis beras dan harganya pun 

berbeda-beda. 

d. Jual beli al-hashah adalah jenis jual beli dimana barang yang akan 

dibeli ditentukan dengan cara melempar batu kecil, atau kerikil. 

Pada kenyataannya, pembeli dan penjual sepakat bahwa pembeli 

harus membeli barang yang terkena lemparan batu setelah transaksi 

selesai, tanpa ada pemikiran lebih lanjut atau pilihan (khiyar). 
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2. Gharar Yasir (ketidakjelasan yang minimum) merupakan gharar yang 

lebih ringan tidak membatalkan akad dan disepakati oleh para ulama 

sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Ibnu Qayyim menambahkan tidak 

semua gharar menjadi penyebab keharaman, gharar tidak selalu 

menghilangkan keabsahan akad jual beli jika ketidakpastian tersebut 

dapat diabaikan atau tidak mungkin dipisahkan dari transaksi. Seperti 

gharar yang terdapat pada pondasi rumah, perut hewan yang sedang 

hamil, atau buah yang tampak baik hanya sebagian, tidak mungkin 

dapat dipisahkan dari objek transaksi tersebut. 

Hal ini menunjukkan bahwa gharar ringan dapat diterima, 

sedangkan gharar yang lebih besar tetap tidak diperbolehkan kecuali 

dalam keadaan yang sangat sulit dihindari. Oleh karena itu, Imam An-

Nawawi menjelaskan bahwa jika gharar harus dihilangkan namun sulit 

untuk sepenuhnya dihindari, atau jika tingkat ghararnya ringan, maka 

jual beli yang mengandung gharar masih diperbolehkan. 

3. Gharar yang diperselisihkan, para ulama berbeda pendapat mengenai 

apakah jual beli ini termasuk dalam kategori pertama atau kedua, tetapi 

mereka semua sepakat bahwa gharar ada di dalamnya. Seperti menjual 

barang yang masih tertanam di dalam tanah, seperti wortel, kacang 

tanah, bawang, dan sejenisnya. Perbedaan pendapat ini muncul karena 

adanya perbedaan pandangan di kalangan sebagian ulama Misalnya, 

menjual sesuatu yang terpendam di dalam tanah, seperti wortel, kacang 

tanah, bawang, dan sebagainya.  



64 
 

 

Perbedaan ini disebabkan oleh sebagian ulama, termasuk Imam 

Malik yang menerima gharar karena mereka meyakini bahwa gharar 

itu kecil atau tidak dapat dihilangkan karena kebutuhan untuk menjual. 

Ulama lain, seperti Abu Hanifah dan Imam Syafi‟i melarangnya karena 

mereka percaya bahwa gharar itu besar dan memungkinkan untuk 

dilepas darinya shingga mengharamkannya. 

Berdasarkan penelitian terhadap praktik titip uang di muka yang 

dilakukan oleh masyarakat termasuk dalam kategori gharar yasir karena 

ketidakpastian yang ada dalam transaksi ini masih dalam batas yang dapat 

ditoleransi dan sulit dihindari dalam praktik jual beli ikan di masyarakat 

nelayan. Bagi nelayan sistem titip uang di muka telah menjadi kebiasaan 

yang memudahkan transaksi dengan pembeli, karena hasil tangkapan 

dipengaruhi oleh faktor alam, nelayan tidak dapat menjamin ukuran dan 

kualitas ikan sebelum diperoleh sehingga wajar jika terdapat sedikit 

ketidakpastian dalam transaksi ini.  

Selama selisih ukuran dan kualitasnya tidak terlalu signifikan, maka 

ketidakpastian ini masih dapat diterima dan transaksi tersebut dapat 

dianggap sah. Dalam pandangan Ibnu Qayyim, gharar yang tidak dapat 

dipisahkan dari suatu transaksi dan tidak menimbulkan kerugian besar 

masih diperbolehkan. 

Meskipun ketidakpastian dalam transaksi ini dapat ditoleransi karena 

tergolong gharar yasir, tetap diperlukan mekanisme untuk melindungi hak 

pembeli agar transaksi berlangsung lebih adil. Salah satu cara yang dapat 
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diterapkan adalah hak khiyar, yang memberikan kesempatan kepada 

pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi setelah menerima 

ikan. Dengan adanya hak khiyar pembeli dapat memastikan bahwa ikan 

yang diterima sesuai dengan harapan, sehingga potensi kerugian dapat 

diminimalkan dan kepercayaan dalam jual beli tetap terjaga.  

1. Pengertian Khiyar  

Khiyar menurut bahasa berarti pilihan atau memilih, 

sedangkan menurut syara‟ khiyar adalah hak pilih yang dimiliki oleh 

pembeli atau penjual untuk memutuskan untuk melanjutkan akad jual 

beli atau membatalkannya. Khiyar memiliki hukum mubah atau boleh 

karena memberikan kesempatan bagi penjual maupun pembeli untuk 

mempertimbangkan barang yang diperjualbelikan dengan sebaik-

baiknya, sehingga dapat menghindari penyesalan di kemudian hari 

(Choiriyah 2009:30).  

Berdasarkan Pasal 20 ayat (8) Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah (KHES), khiyar merupakan hak yang diberikan kepada 

penjual dan pembeli untuk menentukan pilihan antara melanjutkan 

atau membatalkan akad jual beli yang telah disepakati (Hani 2021:55). 

Dasar hukum khiyar dalam Al-Qur‟an terdapat dalam QS. 

An-Nisa‟ ayat 29: 

ٍَ اٰيَُىُْا ٌْ ٰٓبٌَُّهبَ انَّزِ ٍْ تشََاضٍ  ٌٰ ٌَ تجَِبسَةً عَ ٌْ تكَُىْ ٰٓ اَ ٍُْكَُىْ ببِنْببَطِمِ الََِّ ا ايَْىَانكَُىْ بَ لََ تأَكُْهىُْٰٓ

ب  ًً ٍْ ٌَ بكُِىْ سَحِ َ كَب ٌَّ اّللّٰ َْفسَُكُىْ ۗ اِ ا اَ ُْكُىْ ۗ وَلََ تقَْتهُىُْٰٓ  ٢ٕيِّ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 

harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali 

berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. 
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Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu (An-Nisa‟/4:29). 

 

Adapun hadis tentang hak khiyar antara lain:  

ِّ وَسَهَّىَ  ٍْ ٌَّ سَسُىْلَ اللِّ صَهَّى اللّ عَهَ ِِ قبَلَ: أَ ٍْ جَذِّ ِّ عَ ٍْ ٍْ أبَِ ٍْبٍ عَ ٍُ شُعَ شُو ابْ ًْ ٍْ عَ عَ

ٌْ ٌفُبَسِقَ  ٌَ صَفْقتََ خٍِبَسٍ وَلََ ٌحَِمُّ نَُّ أَ ٌْ تكَُى قبَ إلََِّ أَ ٌِ ببِنْخٍِبَسِ يَب نىَْ ٌتَفَشََّ  قبَلَ: انْبٍَِّعَب

ٌْ ٌسَْتقٍَِهَُّ  صَبحِبَُّ   خَشٍْتََ أَ

Artinya: Diriwayatkan dari Amr bin Syu‟aib, dari ayahnya, dari 

kakeknya, Rasulullah saw. bersabda bahwa penjual dan 

pembeli memiliki hak untuk menentukan pilihan (khiyar) 

selama keduanya belum berpisah, kecuali dalam akad jual 

beli yang disertai kesepakatan khiyar. Dalam hal demikian, 

salah satu pihak tidak diperkenankan meninggalkan pihak 

lainnya karena khawatir transaksi tersebut dibatalkan (HR. 

Tirmidzi dan Nasa‟i). 

 

2. Macam Macam Khiyar 

Khiyar terdiri tiga macam antara lain (Choiriyah 2009:33): 

1. Khiyar Majlis 

Khiyar majlis adalah hak bagi pembeli dan penjual untuk 

memutuskan, ketika mereka masih berada di lokasi akad, apakah 

akan membatalkan atau meneruskan transaksi jual beli. Hak khiyar 

tidak berlaku lagi jika keduanya telah berpisah.  

2. Khiyar Syarat  

Khiyar syarat merupakan hak yang diberikan kepada para 

pihak dalam transaksi untuk menetapkan pilihan, apakah akan 

meneruskan atau membatalkan akad jual beli berdasarkan 

persyaratan yang telah disepakati sebelumnya. Apabila persyaratan 
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tersebut tidak terpenuhi, maka akad jual beli dinyatakan batal. 

Adapun batas waktu maksimal untuk khiyar syarat adalah tiga hari. 

Contohnya, Seorang pembeli dapat menyatakan “Saya 

membeli barang ini dengan hak khiyar untuk diri saya selama satu 

atau tiga hari.” Dengan demikian, pembeli masih memiliki 

kesempatan untuk memastikan apakah akan melanjutkan pembelian 

atau tidak dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hak khiyar 

ini bertujuan untuk melindungi para pihak yang berakad dari 

kemungkinan kecurangan 

3. Khiyar „Aibi 

Khiyar „aibi adalah hak yang dimiliki oleh pembeli untuk 

memutuskan apakah akan melanjutkan atau membatalkan transaksi 

jual beli apabila terdapat cacat atau kekurangan pada barang yang 

diperjualbelikan. Cacat atau kekurangan tersebut tidak diketahui 

oleh kedua belah pihak pada saat akad dilaksanakan..  

Sebagai contoh seseorang menyatakan, “Saya membeli mobil 

ini dengan harga sekian, namun jika terdapat cacat, saya akan 

mengembalikannya.” Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan 

oleh Ahmad dan Abu Daud dari Aisyah ra, di mana seseorang 

membeli seorang budak lalu setelah budak tersebut diperiksa, 

ditemukan adanya cacat. Perkara tersebut kemudian disampaikan 

kepada Rasulullah Saw dan akhirnya budak tersebut dikembalikan 

kepada penjual. 



68 
 

 

Hak khiyar dalam praktik titip uang di muka dalam jual beli 

ikan berfungsi sebagai perlindungan bagi konsumen apabila ikan 

yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan, baik dari segi 

ukuran, kualitas, maupun kondisi lainnya. Oleh karena itu, hak 

khiyar sebaiknya dicantumkan sejak awal dalam akad untuk 

menghindari potensi permasalahan dan memastikan transaksi 

berlangsung secara adil serta sesuai dengan prinsip hukum ekonomi 

syariah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan dari hasil pembahasan tentang Praktik Titip Uang Di Muka 

Dalam Jual Beli Ikan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, maka dapat di 

simpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan  Praktik titip uang di muka dalam jual beli ikan di desa koto 

petai merupaan kebiasaan yang telah melekat kepada sebagian masyarakat 

setempat, terutama antara nelayan dan pembeli. Pembeli memberikan 

sejumlah uang kepada nelayan sebelum melaut sebagai bentuk 

kepercayaan agar memperoleh ikan sesuai pesanan, bagi nelayan  praktik 

ini bermanfaat karena membantu mereka dalam mempersiapkan 

kebutuhan operasional seperti mengisi bahan bakar perahu sebelum 

melaut. Meskipun praktik ini memberikan keuntungan bagi nelayan, 

tetapi dari pihak pembeli terdapat ketidakpuasan terkait kualitas dan 

ukuran ikan yang diterima, yang mana pembeli tidak di beri kesempatan 

untuk memilih ikan nya saaat ikan nya selesai ditangkap, hal ini dapat 

menyebabkan kerugian dari pihak pembeli jika ikan yang diterima tidak 

sesuai pesanan. 

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Praktik Titip 

Uang Di Muka Dalam Jual Beli Ikan Di Desa Koto Petai, diperbolehkan 

karena tidak mengadung unsur gharar yang berlebihan (gharar fahisy). 

Dalam praktik ini di kategorikan sebagai gharar yasir karena 

ketidakpastian yang terdapat dalam transaksi ini masih dalam batas yang 
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dapat ditoleransi, yang tidak mengakibatkan kerugian besar bagi salah 

satu pihak. Menurut ibnu Qayyim gharar yang tidak dapat dipisahkan 

dari suatu transaksi dan tidak menimbulkan kerugian besar masih 

diperbolehkan. Sehingga dalam praktik ini, nelayan tidak dapat menjamin 

ukuran dan kualitas ikan yang akan mereka dapatkan karena hasil 

tangkapan sangat dipengaruhi oleh faktor alam, seperti cuaca dan kondisi 

air. 

B. SARAN 

1. Nelayan dan pembeli hendaknya menjelaskan kesepakatan di awal untuk 

membuat kesepakatan yang jelas sebelum transaksi dilakukan. 

Kesepakatan ini harus mencakup jumlah, kualitas, harga, serta langkah 

yang akan diambil jika ikan yang diterima tidak sesuai dengan pesanan. 

Dengan adanya kejelasan sejak awal kedua belah pihak dapat memahami 

hak dan kewajiban masing-masing, hal ini penting untuk  transaksi 

berlangsung dengan adil dan transparan. 

2. Menarapkan hak khiyar, untuk menjaga hak pembeli dan menciptakan 

keadilan dalam transaksi dengan adanya hak khiyar pembeli memiliki 

pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi setelah menerima 

ikan, sehingga risiko kerugian dapat diminimalkan.  
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DAFTAR WAWANCARA 

1. Wawancara dengan nelayan 

a. Apakah bapak sering menerima titipan uang muka dari pembeli 

sebelum ikan di tangkap? 

b. Bagaimana biasanya proses menitipkan uang ini berlangsung? 

c. Apakah ada kesepakatan khusus dengan pembeli saat pembeli 

menitipkan uang nya ke pada bapak? 

d. Mengapa bapak lebih memilih sistem titip uang di muka? 

e. Apakah ada resiko dari bapak dalam sistem ini, seperti tidak bisa 

memenuhi pesanan pembeli? 

2. Wawancara dengan pembeli 

a. Apakah ibu sering beli ikan kepada nelayan di desa koto petai? 

b. Apakah ibu pernah membeli ikan kepada nelayan dengan sistem 

titip uang di muka? 

c. Mengapa ibu lebih memilih dengan sistem titip uang di muka di 

bandingkan membeli ikan setelah ikan tersedia? 

d. Apakah ibu pernah mengelami kerugian dengan sistem titip uang 

dimuka, seperti ditemukan kualitas ikan yang kurang baik dan 

ukuran ikan yang tidak sesuai pesanan? 

e. Apakah ada perjanjian tertulis atau kesepakatan lainnya jika nanti 

di temukan kualitas ikan yang kurang baik? 

 

 



 
 

 

3. Wawancara dengan tokoh adat dan agama  

a. Bagaimana menurut bapak terhadap transaksi jual beli yang sesuai 

dengan syariah? 

b. Bagaimana pandangan bapak terhadap transaksi jual beli yang di 

lakukan oleh nelayan dan pembeli di desa koto petai dengan sistem 

titip uang di muka? 

c. Bagaimana pandangan bapak jika ikan yang di terima pembeli 

tidak sesuai harapan, apakah ada solusi menurut hukum islam? 
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a. Lokasi Penelitian 

 

b. Tokoh Adat danAgama 
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